
PERATURAN BERSAMA

SEI{RETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAIffAT
REPUBLII{ INDONBSIA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2015
NOMOR 27 TLHUN 2015

TENTANG

PtrTUNJUK.TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DAN

I{EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2oI4 tentang Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

perlu menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala

Bad.an Kepegawaian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20L4

tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
Sipil Negara (Lembaran Negara Republil<

2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor L7

Permusyawaratan RakYat,

tentang Aparatur
Indonesia Tahun
Negara Repr-rblil<

Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Dewan Perwakilan RakYat,

dan Dewan Peru'akilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2014

Lembaran Negara RePublil<

Dewan Peru'akilan Daerah
Daerah (Lembaran Negara
Nomor LB2, Tambahan
Indonesia Nomor 5568);



3. Peratur.an Pemerintah Nomor 16 Tahr:n 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 22, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 20 10 (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 10 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 2 1) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO0 Nomor T9+, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 40 15), sebagaimana

telah diubah d.engan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2OO3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO3 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomo r 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik

Ind.onesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tarnbahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana

telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

7 B Tahun 20 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1BB, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a67);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a i93);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aOI9);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 1 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana teiah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

I 6a);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20iO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Nesara Rerrrrlrlik Indnnesia Nomor 5135'|:

4.

5.

6.

7.

B.

9.
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10. Peratulan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil (l'embaran

Negara Republik Ind.onesia Tahun zOIt Nornor 127,

Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);
1 1. Peraturan. Pemerintah Nornor 2I Tahun 2Ol4 tentartg

pemberhentjan Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas

usia pensiun bagi pejabat fungsional (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2074 Nomor 58);

12. Peraturan Presiden' Nomor 27 Tahun 2Ot5 tentang

sekretariat Jendera-l d aL Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Ralryat Republik Indonesia(Lembafan Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 43);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2072 (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

14. Peraturart Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor L28);

1 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2Ol4 tentang Jabatan Fungsiona-l Penyuluh Narkoba

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor

1 802);
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK

TEI(NIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REF'ORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OT4

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2oI4 tentang Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja' Negara,

sebagaimana tercantum datam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksalaan Peraturan Bersama ini,

dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2014.

Petunjuk Teknis



Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku

diundangkan.

pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya' ffie merintahkan

pengllndanganPeraturanBersamainidenganpenempatannya
dalarn Berita Negara Republik indonesia'

DitetaPkan di Jakarta
pada tanggai 8 Juli 2015

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT

REPUBLIK INDONESIA'

KEPALA

A BADAN I(trPEGAWAIAN NEGARA,

7. --
WIBISANA WINANTUNINGTYASTITI SWASANANI

FillEFwrrfftr
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LAMPIRAN PEMTURAN BERSAMA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT RBPUBLIK INDONESIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 3 TAHUN 20 15

NOMOR :27 TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

PENDAHULUAN

A. UMUM

bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2OI4 telah

ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut,

perlu menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Ralqyat Republik Ind,onesia dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri

pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2or4 tentang Jabatan Fungsional Analis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

B. TUJUAN
petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pedornan kepada pejabat

yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang

berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2OL4

C. PBNGtrRTIAN

1. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disirrgkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pe gawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina l<epegawaian untuk

menduduki j abatan Pemerintahan'

1.

2.
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2. Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionai yang berdasarkan

pada keahlian dan l<eterampilan tertentu'

3. pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Pejabat Pernbina Kepegawaian adalah pejabat yang mernpunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, Peffiindahan, dan

pernberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, ,

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsiopal Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungiawab,

wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan anaiisis APBN dalam

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralqyat Republik

Indonesia.

7. Analis APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab' wewenailg,

dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN.

B. Analisis ApBN adalah kegiatan anaiisis terhadap isu dan masalah

APBN yang meliputi perencanaan' penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban.
g. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

lO. perilaku Iterja adalah setiap tingkah iaku, sikap, atau tindakan yang

dilakukan oleh pNs atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

I 1 . Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit rninimal

yang harus dicapai oleh Analis APBN sebagai salah satu syarat

kenail<an pangkat dan/ atau jabatan.

12. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang

merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses

bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat

kerja dalam kondisi tertentu.

I 3 . Tim penilai Kinerj a Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pej abat

yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

pursat/ D aerah yang bertugas menj amin obj ektivitas penilaian oleh

pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan

kenaikan pangkat dan f ataujabatan Analis APBN.

14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perLlndan g-undan gan.
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II. JENJANC JEEETAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Analis APBN, terdiri atas:

1. Analis APBN Ahli Pertama;

2. Analis APBN Ahli Muda;

3. Analis APBN Ahli MadYa; dan

4. Analis APBN Ahli Utama.

B. JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analis APBN

sebagaimana dimaksud pada hgruf A, terdiri atas:

1. Analis APBN Ahti Pertama, pangkat:

a. Penata Muda, golongan ruang III I a; dan

b. Penata Muda -Tingkat I, golongan ruang III/b'
2. Analis APBN Ahli Muda, Pangkat:

a. Penata, golongan ruang III I c; dan

b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d'
3. Analis APBN Ahli MadYa, Pangkat:

a. Pembina, golongan ruanglV la;
b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

c. Pembina Utama Muda, golongan ruang iV/c'

4. Analis APBN Ahti Utama, Pangkat:
a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. RINCIAN KEGIATAN SESUAI JENJANG JABATAN, HASIL KERJA, DAN TOLOK

UKUR

A. Analis APBN Ahli Pertama, terdiri dari:

t. menJrusun Analisis APBN, analisis
pertimbangan DPD, sebagai anggota,

meliputi:
a. menyelenggarakan diskr-rsi penentuan tema analisis dengan hasil

kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur
sistematika laporan pelaksanaan diskusi penentuan tema, sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain

a) latar belakang

b) tujuan diskr-isi pe nentuan tema analisis

2\ penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan tempat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis dengan

hasil kerja berupa paket datalinformasi, dengan tolok ukur paket

data/informasi sesuai tema penulisan analisis.

hasil pemeriksaan BPK dan

dengan rincian kegiatan Yang
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rheiakukan penuiisan outiine analisis dengan hasil kerja berupa

outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline analisis,

sebagai berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penulisan analisis

2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi

b) pengumPulan data

c) alat analisis 
z

3) kesimpulan awal/ hiPotesis

menyelenggarakan diskusi mengenai outiine analisis, dengan pakar

dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan

tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis, sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4) saran dan pendaPat

penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis, dengan

tolok ukur sistematika draft anaiisis, sebagai berikut:

1) pendahuiuan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan penulisan analisis

2l draft analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodoiogi

pengumpuian data, dan iampiran data fiika diperlukan),

b) alat analisis dan hasii analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi

menyelenggarakan disi<usi mengenai materi, metodologi, dan alat

analisis clengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan

pelaksanaan disl<usi, dengan tolok ukltr sistematika laporan

diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis, sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi outline analisis

2l penyelenggaraan cliskusi, berisi antara lain:
,h-dal .la- i'emnaf

d.

F

?L.
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' b) peserta (nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian Penjelasan Pakar
4) saran dan PendaPat

g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil

diskusi, dengan hasil kerja berupa analisis, dengan tolok ukur

sistematika analisis, sebagai berikut:

i) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang 
,

b) tujuan Penulisan analisis

2) anaiisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data fiika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran danl rekomendasr

analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi

Perbaikan Yang dilakukan

h. menyelenggarakan presentasi hasil analisis, dengan hasil kerja

berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur

sistematika laporan presentasi analisis, sebagai berikut:

1) Pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Presentasi
2)penyelenggaraandiskusi,berisiantaralain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta ( narna peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4) saran dan PendaPat

i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke

dalam d atabase dengan hasil kerj a berupa berita acara, dengan

tolok ukur berita acara legalisasi dan pe ndokumentasian hasil

analisis ke dalam database berisi:

1) waktr-r pendokurnentasian analisis;-berisi antara iain: -

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab ( nama dan jabatan)

2) Lampiran hardcopy lsoftcopy analisis

2. rnenyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan

DPD, termasuk menyusun lapOran kegiatan pendalaman materi, data

dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung

dari surnber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi

negara dan srvasta dalam clan h-rar negeri, secara individual, sebagai

anggota atau ketua tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
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a. rrlelakukan penulisan referensi dengan hasil kerja berupa draft

referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi' sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penulisan referensi

2) draft analisis, berisi antara la'in:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data' metodologi

pengurrlpr.rlandata,danlarnpirand,atafiikadiperirrkan)
b) pembahasan

3) penutup
menyelenggarakan diskusi mengenai referensi dengan pai<ar

dengan hasil kerja berupa Iaporan pelaksanaan diskusi dengan

tolok ukur sistematika laporan dikusi mengenai materi' metodologi'

dan alat analisis, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara iain:

a) latar belakang
b) tujuan diskusi outline analisis

2\ penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal cian temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4l saran dan PendaPat
melakukan perbaikan/penyernpurnaall referensi berdasarkan hasil

diskusi dengan hasil kerja berupa referensi, dengan tolok ukur

sistematika draft referensi, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penuiisan referensi

2) draft analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data (lika diperlukan)

b) pembahasan
3) penutuP

d, menyelenggarakan presentasi referen si dengan hasil kerj a berupa

laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur sistematika

iaporan presentasi referensi sebagai berikut:

l) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Presentasi

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat
b) peserta (nama peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4) saran clan PendaPat

c.
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e. rherakukan legarisasi dan mendokumentasikan hasil referensi ke

dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan

tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil

analisis ke dalam database' sebagai berikut:

1) waktu pendokumentasian referensi:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab ( nama dan jabatan) -
2l lampiran hardcopy lsoftcopy referensi

3. men)rusun Analisis Ringkas c'epat (ARC), secara individual, sebagai

anggota atau ketua tim, dengan,rincian kegiatan yang meliputi:

a. melakukan penulisan ARc, d..tg^t hasil kerja berupa ARC' dengan

tolok ukur sistematika ARC, sebagai berikut:

1) Pendahuluan, betisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penulisan analisis'

2) analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber

pengumpulan data, dan lampiran data fiika

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran, d'anlatau rekomendasi

b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar, dengan hasil

kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi, dengan tolok ukur

sistematika analisis, sebagai berikut:

1) pend.ahttluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penulisan analisis

2) analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber clata, metodologi

pengumpulandata,danlampirandata$ikadiperlr-rkan)
b) alat analisis dan hasil analisis

c) Pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi

analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi

perbaikan Yang dilakukan
c. meiakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARC ke dalam

database, dengan hasii kerja berupa berita acara, dengan tolok

ul<ur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil analisis ke

dalam database, sebagai berikut:
1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjau'ab (nama dan jabatan)

2) lampiran hardc opy I softcopy analisis '

4. mengikuti cliskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan

DPD, serta ARC, d.engan rincian kegiatan yang meliputi:

d.ata, metodologi
diperlukan)



B-

sebagai penyaji, dengan hasil kerja berupa laporan peiaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai penyaji yang

memperdalam dan membahas materi diskusi;

sebagai pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai pakar yang

memperdaiam dan membahas materi diskusi;

c. sebagai pembahas, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak se bagai pembahas yang

memperdalamdanmembahasmateridiskusi;
d. sebagai moderator, dengan hasit kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai moderator yang

memperdalam dan membahas materi diskusi; dan

e. sebagai peserta f anggota, dengan hasil keqa berupa laporan

pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai

peserta/anggota yang memperdalam dan membahas materi diskusi'

Analis APBN Ahii Muda, terdiri dari:

1. menyusun Analisis APBN, analisis

pertimbangan DPD, sebagai anggota

hasil pemeriksaan BPK dan

atau ketua tim, dengan rincian

kegiatan Yang meliPuti:
a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis, dengan hasil

kerja berupa iaporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur

sistematika laporan diskusi penentuan tema, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b)tujuandiskusipenentuantemaana]isis

2)penyelenggaraandiskusi,berisiantaralain
a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

3) uraian penjelasan terna yang dipilih, berisi antara lain:

a) Iatar belakang Pemilihan tema

b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun

d.asar, sumber data dan metodologi pengumpulan data

c) pengolahan data dan alat analisis

4) saran dan PendaPat
b. melakukan penulisan outline analisis, dengan hasil kerja berupa

outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline anaiisis

sebagai berikut:
1) pendahttluan, berisi antara lain:

a) latar beiakang
b) tujuan Penulisan analisis

2) reltcana penulisan analisis, berisi antara lain:

a) jenis d.ata, tahurn d.asar, sumber data dan metodologi

b) pengumPulan data
c) alat analisis

3) kesimPulan awallhiPotesis

a.

b.

B.
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inelakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa

outline analisis, dengan tolok ukur sistematika outline analisis,

sebagai berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lainl

a) latar belakang
b) tujuan penulisan analisis

2\ rencana penulisan analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi

b) pengurnpulan data
c) alat analisis

3) kesimpulan awal/hiPotesis
menyelenggarakan ,Ciskusi mengenai outline analisis, dengan pakar

dengan hasil kerja 'berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan

tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis, sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4) saran dan pendaPat
penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis, dengan

tolok ukur sistematika draft analisis, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan penulisan analisis

2) draft analisis, berisi antara iain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengurnpulan data, dan lampiran data fiika diperiukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran danlrekomendasi

f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat

analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan

pelaksanaan diskusi, dengan toiok uktir sistematika laporan

diskusi mengenai materi, rnetodologi, dan alat analisis, sebagai

berikut:
1) pendahttluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

d.

e,
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' b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar

4) saran dan Pendapat
g. melakukan perbaik an I penyempurnaan analisis berdasarkan hasil

diskusi, dengan hasit kerja berupa analisis, dengan tolok ukur

sisterrratika analisis, sebagai berikr-rt:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) Iatar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2l analisis, berisi antara lain:

a) j enis data, tahun d asar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data fiika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran dan I rekomendast

analisis dilampiri catatan terpisah mengenai substansi

perbaikan Yang dilakukan

h. menyelenggarakan presentasi hasil analisis, dengan hasil kerja

berupa laporan pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur

sistematika laporan presentasi analisis, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Presentasi
2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4) saran dan PendaPat

i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke

clalam database dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan

tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil

analisis ke dalam database, sebagai berikut:

1) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjav,'ab ( nama dan jabatan)

2) lampiran harclcopy lsoftcopy analisis

2. menylrsun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPI( dan pertimbangan

DpD, termasuk menlrLlsun laporan kegiatan pendalaman materi, data

dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung

dari surnber data, Pemerintah Daerah, I{ementerian/Lembaga, Instansi

*egara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual atau ketua

tim, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
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rn'elakukan penulisan referensi dengan hasil ker.1a berupa draft

referensi, dengan tolok ukur sistematika draft referensi, sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan Penulisan referensi

2) draft analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, rnetodologi

pengumpulan data, dan lampiran data fiika diperlukan)

b) pembahasan
3) penutuP
menyelenggarakan d iskusi mengenai referensi dengan pakar

dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan

tolok ukur sistematika laporan dikusi mengenai materi, metodologi'

dan alat analisis, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) Iatar belakang
b) tujuan diskusi outline analisis

2)penyelenggaraandiskusi,berisiantaralain:
a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4\ saran dan PendaPat
melakukan perbaikan/penyempurnaan referensi berdasarkan hasi'l

diskusi clengan hasil kerja berupa referensi, dengan tolok ukur

sistematika draft referensi, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) Iatar belakang
b) tujuan Penulisan referensi

2) draft analisis, berisi antara lain:

a) jenis ctata, tahun dasar, sumber data' metodologi

pengumpulandata,danlampirandatafiikadiperlukan)
b) pembahasan

3) penutuP
menyelenggarakan presentasi referensi dengan hasil kerja berupa

laporan pelaksanaan diskusi, -dengan tolok ukur sistematika

laporan presentasi referensi sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) Iatar belakang
b) tujuan Pre sentasi

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4) saran dan PendaPat
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e. meiakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil referensi ke

dalam database dengan hasii kerja berupa berita acara' dengan

toloi< ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil

analisis ke daiam database, sebagai berikut:

1) waktu pendokumentasian referensi:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab (nama dan jabatan)

2l lampiran hardc opy lsoftcopy referensi

3. menyusun ARC, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim'

dengan rincian kegiatan yang meliputi:

a. melakukan penulisan Analisis Ringkas cepat (ARC), dengan hasil

kerja berupa ARC, dengan tolok ukur sistematika ARC, sebagai

berikut:
i) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan penulisan analisis

2) analisis, berisi antara lain:

a) jenis d ata, tahun dasar, sumber

pengumpulan data, dan lampiran data fiika
b) alat analisis dan hasil analisis
c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran, dan/atau rekomendasi

b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar, dengan

kerja berupa laporan pelaksanaan presentasi, dengan tolok

sistematika analisis, sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang
b) tujuan penulisan analisis

2) analisis, berisi antara lain:
a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan d.ata, dan larnpiran data fiika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis
3) kesimpulan, saran dan f atau rekomendasi

analisis dilampiri catatan terpisah mengenai

perbaikan yal'Ig dilakukan
c. melakukan legalisasi dan mendokumeutasikan hasil ARC ke dalam

database, dengan hasil kerja berupa berita acara, dengan tolok

ukur:
l) waktu pendokumentasian analisis, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat
b) penangungiawab (nama dan jabatan)

2\ lampiran hardc opy I softcopy analisis '

4. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan

DPD, serta ARC, dengan rincian kegiata.n lrang meliputi:

data, metodologi
diperlukan)

hasil
ukur

substansi
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a. bebagai penyaji, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai penyaji yang

memperdalam dan membahas materi diskusi;

b. sebagai pakar, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur be rtindak sebagai pakar yang

memperdalam dan membahas materi diskusi;

c. sebagai pembahas, dengan hasil kerja berupa laporan peiaksanaan

diskusi, d.engan tolok ukur bertindak sebagai pembahas yang

memperdalam dan membahas materi diskusi;
d. sebagai moderator, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai moderator yang

memperdalam dan membahas materi diskusi; dan

e. sebagai peserta f aiggota, dengan hasil kerja berupa iaporan

pelaksanaan diskusi, dengan tolok ukur bertindak sebagai

peserta/anggota yang memperdalam dan membahas rnateri diskusi.

C. Analis APBN Ahli Madya, terdiri dari:

I. menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan

pertimbangan DPD, secara individual, sebagai Anggota atau ketua tim,

dengan rincian kegiatan yang meliputi:

a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis dengan hasil

kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur

sistematika laporan dikusi penentuan tema sebagai berikut:

1) pendahuiuan, berisi antara iain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi penentuan tema analisis

2\ penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggai dan temPat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

3) uraian penjelasan tema yang dipilih, berisi antara lain:

a) latar belakang pemilihan tema

b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun

dasar, sumber data dan metodologi pengumpulan data

c) pengolahan data dan alat analisis

4) saran dan pendaPat

b. melakukan pengumpulan clata awal sesuai tema analisis dengan

hasil kerja berupa paket data/informasi dengan tolok ukur paket

d,ata linformasi sesuai tema penulisan analisis.

c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa

outline analisis clengan tolok ukur sitematika outline analisis

se bagai berikut:
1) pendahuluan, berisi arrtara lain:

a) Iatar belakang

b) tujuan penulisan analisis

2l rencana penulisan analisis, berisi antara lain:
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. a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan metodologi

pengumpulan data

b) alat analisis
3) kesimpulan awal / hiPotesis

rnenyelenggarakan diskusi mengenai outline analisis, dengan pakar

dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan dengan tolok ukur

sistematika laporan diskusi outline analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara iain:

a) latar belakang
b) tujuan diskusi outline: analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara iain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)'

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4) saran dan pendaPat

penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis dengan

totok ukur sitematika draft analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara iain:

a) Iatar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2l draft analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan d.ata, dan lampiran data (lika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasii analisis

3) kesimpulan, saran danlatau rekomendasi

rrienyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat

analisis dengan pakar dengan hasil , kerj a berupa laporan

peiaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan dikusi

mengenai materi, metodoiogi, d.an alat analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan cliskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta ( nama peserta dan jabatan)

c) daftar riu'ayat hidup singkat pakar

3) uraian Penjelasan Pakar
4) saran dan PendaPat

g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil

diskusi dengan hasil kerja berupa analisis dengan tolok ukur

sitematika analisis sebagai berikut:

e.
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1) pendahulu.an, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2) analisis, antara lain berisi:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data' metodologi

b) ffiililff:fff;.1i1#ilil'"" 
data nika diperlukan)

c) Pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran d,anlrekomendasi analisis dilampiri catatan

terpisahmengenaisubst'ansiperbaikanyangdilakukan
h. menyelenggarakan presentasi analisis dengan hasil kerja berupa

Iaporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur sistematika laporan

presentasi analisis sebagai berikut:

1) pend.ahuluan, berisi-antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Presentasi
2)penyelenggaraandiskusi,berisiantaralain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4\ saran dan PendaPat

i. melakr-rkan legalisasi dan mend,okumentasikan hasil analisis ke

dalam database dengan hasil kerja bempa berita acara dengan

tolok ukur berita acara legaiisasi dan pend okume ntasian hasil

analisis ke dalam database' sebagai berikut:

1) waktu pendokumentasian analisis, antara lain

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab (nama dan jabatan)

2) Iampiran hardc opy lsoftcopy analisis

2 . men)ruslln ARC, secara individual atau ketua tim dengan rincian

kegiatan Yang meliPuti:

a. melakukan penulisan ARC denagn hasil kerja berupa ARC dengan

tolok ukur sistematika ARC sebagai berikut:

l) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tr-rjuan Penulisarr analisis

2\ analisis, berisi antara lain:

a) jenis d.ata, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data (lika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) Pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran dan/rekomendasi
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b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar dengan hasil kerja

berupa laporan pelaksanaan presentasi dengan tolok ukur

sisternatika analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2) analisis, antara lain berisi:

a) jenis data, tahun d.asar, sumber data, rnetodologi

pengLrrnpulan data, d'an Iampiran data fiika diperiukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) Pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran d,anlrekomendasi analisis dilampiri catatan

terpisahmengenaisubstansiperbaikanyangdilakukan
c. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil ARc ke dalam

database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan torok ulnrr:

1) waktu pendokumentasian analisis

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab (nama dan jabatan)

2l lampiran hardc opy lsoftcopy analisis

3. mengikuti diskusi rnengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan

DPD, Serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:

a. sebagai penyaji dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskr:si

dengantolokukursebagaiPenyajiyangmemperdalarndan
membahas materi diskusi;

b. sebagai pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Pakar yang

memperdalam dan membahas materi diskusi;

c. sebagai pembahas dengan hasil kerja iaporan pelaksanaan diskusi

dengan tolok ukur bertindak sebagai Pembahas yang mernperdalam

dan rnembahas materi diskusi;

d. sebagai moderator dengan hasii kerja laporan pelaksanaan diskusi

dengan tolok ukur bertindak sebagai Moderator yang memperdalam

dan membahas materi diskusi; dan

e. sebagai peserta dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Anggota yang

memperdalamdanmembahasmateridiskusi.

Analis APBN Ahli Utama, sebagai berikut:

I . menyus\rn Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPI( dan

pertimbangan DPD, secara individual, sebagai Anggota atau ketua tim'

dengan rincian kegiatan yang meliputi:

a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis dengan hasil

kerja berupa laporan pelaksanaan diskusi dengan tolok ukur

sistematika iaporan penetuan tema sebagai berikut:

1) pendahuiuan' berisi antara lain:

D
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a) latar belakang

b) tujuan diskusi penentuan tema analisis

penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (narna peserta dan jabatan)

uraian penjelasan terna yang dipilih, berisi antara lain:

a) Iatar belakang pernilihran terna

b) gambaran data yang akan digunakan, jenis data, tahun

d.asar, sumber data dan metod.ologi pengumpulan data,

4) pengolahan data dan alat analisis

5) saran darr PendaPat
b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema

hasil kerja berupa paket datalinformasi dengan

d.ata linformasi sesuai tema penulisan analisis.

c. melakukan penulisan outline analisis dengan hasil kerja berupa

outline analisis dengan tolok ukur sitsematika outline analisis

sebagai berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) Iatar belakang

b) tujuan Penuiisan analisis

2) rencana penulisan analisis, berisi antara lain:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data dan rnetodologi

pengurnPulan data

b) aiat analisis

3) kesimpulan awal/hiPotesis

d. menyelenggarakan d.iskusi mengenai outline analisis, dengan pakar

dengan hasil kerja berupa iaporan pelaksanaan diskusi dengan

tolok ukur sistematika laporan diskusi outline analisis sebagai

berikut:
1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara lain:

a) hari, tanggal,-dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar
4) saran dan PendaPat

e. penulisan analisis dengan hasil kerja berupa draft analisis dengan

tolok ukur sitematika draft analisis sebagai berikut:

1) pendahuh.ran, berisi antara lain:

a) iatar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2\

3)

analisis dengan

tolok ukur Paket
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2)' draft analisis, berisi antara lain:

a)jenisdata,tahundasar,sumberdata'rnetodologi
pengumpulandata,danlampirandatafiikadiperlukan)

b) alat analisis dan hasii analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran danlrekomendasi

menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat

analisis dengan pakar dengan hasil kerja berupa laporan

pelaksanaan d.iskusi dengan tolok ukur sistematika laporan dikusi

mengenai materi, metodologi,,dan alat analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan diskusi outline analisis

2) penyelenggaraan diskusi, berisi antara'lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nama peserta dan jabatan)

c) daftar riwayat hidup singkat pakar

3) uraian penjelasan Pakar

4) saran dan PendaPat
melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil

diskusi,Cengan hasil kerja berupa analisis dengan tolok ukur

sitematika analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara iain:

a) Iatar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2) anaiisis, antara lain berisi:

a) jenis data, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data fiika diperiukan)

b) alat analisis dan hasil analisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran dan/atau rekomendasi analisis dilampiri

catatan terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan

menyeienggarakan presentasi anaiisis dengan hasil kerja berupa

Iaporan peraksanaan diskusi dengan torok ukur sistematika laporan

presentasi analisis sebagai berikut

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Presentasi
2)perryeienggaraandiskusi,berisiantaralain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) peserta (nanra peserta dan jabatan)

3) uraian Presentasi
4) saran dan PendaPat

g.

1"lr.
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i. rhelakukan iegalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke

dalam database dengan hasil kerja berupa berita acara dengan

tolok ukur berita acara legalisasi dan pendokumentasian hasil

analisis ke dalam database, sebagai berikut:

1) waktu pendokurnentasian analisis, berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungjawab ( nama dan jabatan)

2) iarnpiran hardc opy /softcopy analisis

2. men5rusun ARC, secara individual atau ketua tim dengan rincian

kegiatan yang meliPuti:

a. melakukan penulisan ARC dengan hasil kerja berupa ARC dengan

tolok ukur sistematika ARC sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan Penulisan analisis

2) analisis, berisi antara lain:

a) jenis d ata, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data ffika diperlukan)

b) alat analisis dan hasil anaiisis

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran danl rekomendasi

b. menyelenggarakan presentasi ARC dengan pakar dengan hasil kerja

berupa laporan pelaksanaan presentasi dengan tolok ukur

sistematika analisis sebagai berikut:

1) pendahuluan, berisi antara lain:

a) latar belakang

b) tujuan penulisan analisis

2) analisis, berisi antara lain:

a) jenis clata, tahun dasar, sumber data, metodologi

pengumpulan data, dan lampiran data (lika diperlukan),

b) alat analisis dan hasil analisis,

c) pembahasan hasil analisis

3) kesimpulan, saran d,anlrekornendasi analisis dilampiri catatan

. terpisah mengenai substansi perbaikan yang dilakukan

c. melakukan legalisasi dan menclokumentasikan hasil ARC ke dalam

database clengan hasil kerja berupa berita acara dengan tolok ukur:

1) waktu pendokurnentasian analisis berisi antara lain:

a) hari, tanggal dan temPat

b) penangungiawab ( nama dan jabatan)

2) lampiran hardc oPy lsoftcopy anaiisis

3. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan

DPD, serta ARC, dengan rincian kegiatan yang meliputi:
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a. sebagai penyaji dengan hasil kerj a laporan pelaksanaan diskusi

dengan tolok ukur sebagai Penyaji yang memperdalam dan

membahas materi diskusi;

b. sebagai pakar dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

diskusi dengan toiok ukurr bertind ak sebagai Pakar yang

c.

memperdalam dan membahas materi diskusi;

sebagai pembahas dengan hasil kerja laporan pelaksanaan diskusi

dengan tolok ukur bertindak sebagai Pembahas yang memperdalam

dan membahas materi diskusi; i _. -

sebagai moderator dengan hp.sil ker.1a laporan pelaksanaan diskust

dengan tolok ukur bertindak sebagai Moderator yang memperdalam

dan membahas materi diskusi; dan

sebagai peserta dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan

d.iskusi dengan tolok ukur bertindak sebagai Anggota yang

memperdalam dan membahas materi diskusi'

IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN

GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT YANG HARUS

TAHUN
A.ANGKAKREDITKUMULATIFUNTUKKENAIKANJABATANDAN

PANGKAT,

GOLONGAN RUANG

i. Kenaikan Jabatan

a. Analis APBN Ahli Pertama yang akan naik jenjang

Analis APBN Ahli Muda harus mencapai Ahgka

sebesar 50 Angka Kredit'

b. Analis APBN Ahli Muda yang akan naik jenjang

Anaiis APBN Ahli Madya harus mencapai Angka

sebesar 100 Angka Kredit'

C.AnalisAPBNAhliMadyayangakannaikjenjang
Analis APBN Ahli Utama harus mencapai Angka

sebesar 150 Angka Kredit'

2, Kenaikan Pangkat

Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang

III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III / b, harus mencapai Angka Kredit kumulatif

sebesar 50 Angka Kredit.

Anaiis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi

Analis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan rLlang III/c, harus

mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 50 Angka Kredit'

Analis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang IITIc yang

akan reaik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebe sar 100 Angka Kredit.

d. Analis APBN AhIi Mucla, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

ill / d van s akan naik ienjang 'iabatan danpangkat menj adi Analis

d.

e.

DAN PANGKAT,

DICAPAI SETiAP

jabatan menjadi
Kredit kumulatif

jabatan menjadi
Kredit kumulatif

jabatan menjadi

Kredit kumulatif

a,

b.

C.
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APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan rLlang IV la, harus

mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 100 Angka Kredit'

Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la
yang akan naik pangkat menjadi Pernbina Tingkat I, golongan ruang

IV/b, hanrs mencapai Angka Kredit kumuiatif sebesar 15O Angka

Kredit.
Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang

IV/b yang akan naik pangkat menjad,i Pembina utama Muda,

golongan ruang IV/ c, harus mencapai Angka Kredit kumulatif

sebesar 150 Angka Kredit. !

g, Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Pembina Utama Muda'

golongan ruang IV /c akan naik j..rjang jabatan dan pangkat rnenjadi

Analis APBN Ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan

ruang IV/d, harus mencapai Angka Kredit kumulatif sebesar 150

Angka Kredit.

h. Analis APBN Ahli utama, pangkat Pembina utarna Madya, golongan

ruang IV/ d yang akan naik pangkat menjadi Pembina utama'

golongan ruang IY le, harus mencapai Angka Kredit kumulatif

sebesar 2OO Angka Kredit.

B. ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN UNTUK KENAIKAN

JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Analis APBN Ahii Pertama, pangkat:

a. Penata Muda, golongan ruang III I a, paling kurang L2 '5 Angka

Kredit; dan

b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, paling kurang l2'5

Angka Kredit.

Analis APBN Ahli Muda, Pangkat:
a. Penata, golongan ruang IIlf c, paling kurang 25 Angka Kredit; dan

b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, paling kr-rrang 25 Angka

Kredit.

Analis APBN AhIi MadYa, Pangkat:

a. Pembina, golongan ruang IV/a, paiing kurang37,5 Angka Kredit;

b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, paiing kurang 37,5 Angka

Kredit; dan

c. Pembina utama Muda, golongan rllang IV lc, paling kurang 37 ,5

Angka Kredit.

Analis APBN Ahli Utama, Pangkat:
a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, paling kurang 50

Angka Kredit; dan

b. Pembina Utama, golongan ruang IY le, paling kurang 50 Angka

Kredit.

a

f.

2.

3.

4.



V. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINtrRJA' DAN KONVERSI HASIL

PENILAIAN KINERJA

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

pada awal tahpn, setiap Anaiis APBN wajib men)ruslrn sasaran Kerja

Pegawai (sKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan'

sKp Analis APBN disusun berdasarkan pene-tapan kinerja unit kerja

yang bersangkutan.
3. SKP untr:k rnasing-rnasing jenjang jabatan diarnbil dari kegiatan

sebagai t111:nan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan

kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk rnasing-masing

jenjang jabatan.

4. SKP yang telah disusun
disetujui dan ditetaPkan

B. PENILAIAN KINERJA

l.AngkaKreditkumulatifuntukkenaikalpangkatdanjabatarrAna-lisAPBN
ditetapkan berd.asarkan hasil penitaian kinerja Ana-lis APBN'

2. Hasil penilaian kine4a sebagaimana dimaksud pada angka I dikonversi

ke dalam Angka Kredit kumulatif sebagai berikut:

a. nilai prestasi kerja 91 ke atas dengan sebutan sangat baik apabila:

1) hasil kerja semPurna;

2) tidak ada kesalahan;

3) tidak ada revisi; dan

4) pelayanan diatas standar yang ditentukan dan lain-lain

rnendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang

harus dicaPai setiaP tahun'

b. nilai prestasi kerj a76-90 dengan sebutan baik apabila:

1) hasil kerja mempunyai I (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil;

2) tidak ada kesalahan besar;

3) revisi; dan

4) pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain

mendapatl<an Angka Kredit sebesar I25o/o dari Angka Kredit yang

harus dicaPai setiaP tahun'

c. nilai prestasi kerja 61-75 dengan sebutan cukup apabila:

1) hasil kerja rnempLlnyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil;

2\ tidak ada l<esalahan besar;

3) revisi; dan

4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan iain-

lain
mendapatkan Angl<a Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang

harus dicaPai setiaP tahun'

d. nilai prestasi lcerja 51-60 dengan sebutan kurang apabila:

i) hasil kerja mernpr-rnyai 5 (lima) kesalahan kecii;

1.

2.

sebagaimana dimaksud pada angka t harus

oleh atasan langsung.
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2\ ada kesalahan besar;

3) revisi; dan

4) pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan

lain-1ain

mendapatkan Angka Kredit sebesar 75o/o dari Angka Kredit yang

harus dicaPai setiaP tahun.

e, Nilai prestasi kerja 50 ke bawah dengan sebutan buruk apabila:

i) hasil kerja mempLrnyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil;

2) ada kesalahan besar;

3) krrrang memtlaskan;

4) revisi; dan

5) pelayarran di bawd:h standar yang ditentukan dan lain-lain

mendapatkan Angka I{reclit sebesar 50% dari Angka Kredit yang

harus dicaPai setiaP tahun.

3. Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b' huruf c'

huruf d, dan huruf e didasarkan pada standar teknis kegiatan yang

ditetapkan oleh sekretaris Jenderal DPR RI selaku pimpinan instansi

pembina Jabatan Fungsional Analis APBN'

C. I{ONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

1. Hasil penilaian kinerja Analis APBN yang akan dikonversi ke dalam

Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Analis APBN

kepada Tim Penilai Kinerj a clibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini'

2. Bukti fisik disampaikan apabiia Tim Penilai Kinerja membutuhkan

sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi'

3. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit kumulatif

dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dengan menurut contoh formulir

Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

D. PENETAPAN ANGKA KREDIT

l. penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi l(epegawaian berdasarkan hasil penilaian

lcinerja dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

Z. Asli pene tapan Arrgka Kredit disampaikarr l<epada Kepala Badan

Kepegarvaian Negara Negara, dan temblrsannya disampaikan kepada:

a. Analis APBN Yang bersangkutan;

b, Sekretaris Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan;

c. Kepala Biro Keangotaan dan Kepegau'aian; dan

d. Pejabat lain )rang dianggap perlu'
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VI. TIM PENiLAI

A. Tirn penilai Kinerja dibentuk dan ditetapkan oieh sekretaris Jenderal

DPR RI

B. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja, terdiri atas:

l.SeorangKetuamerangkapanggotayaJ]gdijabatolehPejabatPirnpinan
TinggiPratamayangmembidangiAnalisAPBN;

2. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratarna yang membidangi kepegawaian;

3. paling kr-lrang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dr:a) orang diantaranya

Pejabat Fungsionai Analis APBN:

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGI(A KREDIT

A. Dalarn rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pimpinan Tinggi

MadyayangmembidangikepegawaianselakuPejabatyangmenetapkan
Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara'

B. Apabila terjadi pergantian Pejabat yang menetapkan Angka Kredit' pejabat

yang menggantikan harus membpat spesimen tanda tangan dan

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegarvaian Negara'

VIII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Analis APBN, dapat dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuh.ri Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik daiam 1 (satr-r)

tahun terakhir.
2.KenaikanpangkatbagiAnalisAPBNAhliMadya,pangkatPembina

Utama Muda, golongan ruang IV lc untuk menjadi Analis APBN Ahli

Utama, pangkat Pembina utama Madya, golongan ruang IV/ d sampai

dengan untuk menjadi pangkat Pembina utama' golongan ruang IV le

ditetapkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari

KePaia Badan KePegawaian Negara'

3. Kenaikan pangkat bagi Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina

tingkat I, golongan rLrang IV/b untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya'

pangkatPembinaUtamaMuda,golonganruanglVlcditetapkanoleh
Kepala Badan Kepegarn aian Negara atas nama Presiden setelah

mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian

Negara'

4. Kenaikan pangkat bagi pNS yang menduduki jabatan Analis APBN Ahli

Pertama, pangkat Penata Mr-rda golongan ruang lllla untuk menjadi

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan

untuk menjadi Analis APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

golongan ruang IV lb ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
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pusat'yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

S. Kenaikan pangkat Analis APBN dalam jabatan yang lebih tinggi dapat

dipertirnbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai

dengan peratr-rran penrndang-undangan'

Contoh:

Sdr. yuddi Sapto, SE, NIP. 19850505 2OIIO4 1 001 Jabatan Analis

APBN AhIi Pertarna, pangkat Pepata Muda Tingkat I, golongan luang

III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2015

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr'

yuddi Sapto, SE memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 50 dan

akan dipertimbangkan pntuk dinaikkan pangkat menjadi Penata,

golongan ruang III I c terhitung mulai tanggal 1 April 2OI9. Mengingat

Sdr. Yuddi Sapto, SE akan naik pangkat dan jabatannY?, maka

sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan

terlebih dahulu d,itetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis APBN

AhIi Muda.

B. KENAIKAN JABATAN

L Kenaikan jabatan Analis APBN dapat dipertimbangkan apabila:

a. tersedia formasi;

b. paling singkat i (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

c. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;

d. telah mengikuti dan lulus uji l<ompetensi; dan

e. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan Analis APBN Ahli Madya menjadi Analis APBN Ahli

Utarna ditetaPkan oleh Presiden'

3. Kenaikan jabatan Analis APBN Ahli Pertama menjadi Analis APBN Ahli

Muda sampai clengan Analis APBN Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat

sesuai d.engan peraturan perundang-undangan.

4. Keputusan kenaikan jabatan Analis APBN dibuat menurut contoh

formr-ilir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan d,ari Peraturan Bersama ini'

IX. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA,

DAN PtrNGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PtrJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

pengangkatan pNS daiam Jabatan Fungsional Analis APBN ditetapkan oieh

Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama daiarn Jabatan Fungsional Analis APBN

merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan

formasi iabatan Analis APBN Ahli Pertama'
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2. pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

harus memenuhi sYarat:

a. berij azah paling rendah Sarjana (S- l)/Diploma IV (D-IV) bidang

ekonomi;
pangkat paiing rendah Penata Muda, golongan ruang IIl l a; dan

niiai kinerja paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun

terakhir.
calon PNS sebagaimana dimaksud pad.a angka 1 paling lama 1 (satu)

tahun setelah diangkat menjadi pNS harus diangkat dalarn Jabatan

Fungsional Analis APBN.

Contoh:

Sdri. Resti, SE NIP. 19860209 2OO9O3 2 OO7, terhitung mulai tanggal 1

Maret 2OOg diangkat menj adi Calon PNS, golongan ruang III / a'

kemud.ian yang bersangkutan d.iangkat menjadi PNS dalarn pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a terhitung mulai tanggal 1 April

20 1O

Dalam hal demikian paling lama tanggai 3 i Maret 20II yang

bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

APBN.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larJla 2 (dua) tahun

setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN harus

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan analisis APBN.

Contoh:

Sdri. Resti, sE NIp. 19860209 2OO7O3 2 OO7 , terhitung mulai tanggal 1

Maret 2OOg diangkat menjadi Calon PNS, goiongan ruang IIl l a'

kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a terhitung mulai tanggal 1 April

20 10. Kemudian yarlg bersangkutan diangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis APBN terhitung mulai tanggal I April 2OIl.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2OI3 yang

bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan analisis APBN,

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana

dimaksud pada angka 4, diatur lebih oleh Sekretaris Jenderal DPR RI

selaku pimpinan instansi pernbina. 
,

Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditetapkan berdasarkan formasi jabatan Analis APBN j enj ang Ahli

Pertama sesurai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jarn'ab

di bidang Pend.ayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan clari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk di

Sekretariat Jenderal DPR RI.

I(eputusan pengangkatan pertarna dalam Jabatan Fungsional Analis

ApBN dibuat menllrut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

b.

c.

3.

+.

5.

6,

7.
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C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional

Analis ApBN dapat dipertirnbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis APBN;

b. berij azah paling rendah sarjana (s-1)/Diploma IV (D-IV) bidang

Ekonorni;

c. pangkat paling rendah Penata Muda,golongan ruang IIIIa;

d. telah mengikr:ti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;

f. rnemiiiki pengalaman d.alarrt pelaksanaan tugas di bidang Analisis

APBN Paling kurang 2 tahun;

g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

h. usia paling tinggi 50 (lirna puluh) tahun'

2. Pengalaman di bidang Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada

angka t huruf f, dapat secara kumulatif'

Contoh:

sdri. Ade Nurul Aida, sE NIP. 19680905 i99103 2 OO1, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas bidang

Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran pada Setjen

DPR RI, pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan juga

melakukan kegiatan di bidang Analisis APBN selama 1 (satu) tahun'

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas bidang Tata Usaha'

sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan di bidang

analisis APBN.

I{emudian yang bersangkutan d.imutasi lagi menjadi menjadi Pengawas

bidang Analisa Belanja Negara, pada waktu menduduki jabatan ini'

yang bersangkutan juga rneiakukan kegiatan di bidang Analisis APBN

selama I (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdri' Ade

pengalaman di bidang Analisis APBN 2

menduduki Pengarvas Bidang Analisa

Pembiayaan Anggaran pada Setjen DPR

Analisa Belanj a Negara,

Nurul Aida, Str memiliki
(dua) tahun Yakni selama

Pendapatan Negara dan

RI dan Pengarvas bidang

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf h, rnerupakan batas

usia paling lambat penetapah keputusan pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Analis APBN, OIeh karena itu pengajuan usulan sudah

diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling

kttrang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan'

Contoh:

Sdr'. Marihot Nasution, s.E NIP. 19640408 199103 1 001, pangkat

Penata Tingkat i, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas

Bidang Analisa Makro Ekonomi.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalarn Jabatan

Fun gsional Analis APBN, mak" p.,"ii]:11 
_"_'li" -'^YiT :':'::T"^:t:,i
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penempan keputusan pengangkatannya

Maret 2OI+, mengingat yang bersangkutanbulan' Oktober 2OI3 dan

paling lambat akhir bulan

lahir bulan APril t964.

4 Penetapan jenjang jabatan sebagimana dimaksud

berdasarkanhasilujikompetensisesuaipangkatdan
yang dimiliki.
Contoh:
Sdr. Zulkifli, s.E NIP. L}76O6O6 200604 I oo 1, pangkat Penata'

goiongan ruang llllc,jabatan Pengawas bidang Analisis Belanja Negara

akan diangkat dalam jabatan Analis APBN. Sebelum diangkat dalam
. ^ ..:;<ll\qlr u44a^br-r

jabatan Analis APBN, yang bersangkutan harus mengik::t-1il,t::T:]
J4v4L4^^

kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai

dasar d.alam penetapan jenjang jabatan'

Dalam hai demikian, sdr' Zulkifli, S'E harus

Analis APBN jenjang jabatan Ahli Muda'
mengikuti uji komPetensl

5. I(eputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke daiam Jabatan
-^i* ^s ar\vIJ sLsvE-- r

Fungsional Anaris ApBN dibuat menurut contoh formurir sebagaimana
rll^1'

tercantum daiarn Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bersama ini'

X. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGI{ATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Analis APBN diberhentikan sementara d.ari jabatanflY&, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b.menjalanicutidiluartanggungannegara,kecualiuntukpersalinan
anak keernPat dan seterusnYa;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (errami buian; atau

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Narkoba'

Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsionai Anaiis

APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

PENGANGKATAN KEMBALI

l.AnalisAPBNyangdiberhentikansementara
diangkat kembali daiam Jabatan Fungsional

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

htrkumyangtetapdinyatakantidakbersalah
perco Daan.

2. Analis APBN Yang diberhentikan
luar tanggungan negara, daPat

Fungsional Analis APBN aPabila

tanggungan negara.

pada angka 1

golongan ruang

sebagai PNS, daPat

Analis APBN aPabila

mempunyai kekuatan
atau dijatuhi Pidana

sementara karena menjalani cuti di

diangkat kembali dalam Jabatan

telah selesai menjalani cuti di luar

2.

B.

3. Analis APBN yang diberhentikan sementara karena

belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali

Fungsional Analis APBN apabila telah selesai menjalani

menjalani tugas
dalam Jabatan
tutgas belajar.
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4. Analls APBN Ahli pertama dan Ahli Muda yang diberhentikan

sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Analis APBN, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis

APBN apabila berusia paiing tinggi 55 (lima puluh lima) tahun'

5. Analis APBN Ahli Madya dan Ahli utama yang diberhentikan sementara

karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fr-rngsional Analis

ApBN, dapat diangkat kembaii dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

apabila berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun'

6. Analis APBN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada angka 1 , angk d 2, angka 4, dart angka 5 dapat diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional analis APBN apabila telah mengikuti dan

lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya'

7 . Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

sebagaimana dimaksud. pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan

ae.rgar. ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat

sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enarn) bulan

sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

sdr. Dahiri saja s.E NIP. 19600707 199103 1 oo1, jabatan Analis

APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/b' yang

bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Analis APBN Ahli

Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Analis APBN, maka usulan sudah diterima oleh pejabat

sesuai peraturan perunclang-undangan paling larnbat Januari 2oI7 
'

mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juli 1960'

B. I{eputusan pengangkatarr kernbali clalam Jabrrtau Fltngsionnl Analis

APBN dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini'

PENYESUAIAN I INPASS//TG DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39

Tahn' 2OL4 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis APBN

berdasarkan kepr-rtusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dapat disesuaikan liltpasshtg d,alarn Jabatan Fungsional Analis

APBN, dengan ketentr-ran sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (s-1)/Diploma IV (D-lv);

b. pangkat paling rend,ah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. memilii<i pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis

APBN Paling kurang 2 tahr-in;

d. mengikuti clan lulus uji kompetensi di bidang analisis APBN;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun

terakhir; dan

f. usia paling tinggi:
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55 (Iima puluh iima) tahun untuk Analis APBN AhIi Pertama dan

Ahli Muda; dan

57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis APBN Ahli Madya dan

Ahli Utama.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c

bagi seluruh PNS yang diangkat Calon PNS untrrk rnengisi lowongan

formasi jabatan Analis APBN Ahli Pertama, yang ditempatkan dan

melaksanakan tugas analisis di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan

Pelaksanaan APBN Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2014'

PNS yang telah menjalankan tugas sebagaimana d'imaksud dalam angka 2

dibuktikan dengan s'rat Keterangan dari Kepala Biro Analisa Anggaran

dan Pelaksanaan APBN.
penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka I

berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang

dimiliki.
Contoh:

Sdr. Lisbon sirait, s.E, NIP, 19640306 199 104 1 oo 1 , pangkat Pembina

golongan ruang IV/a, jabatan Administrator bidang Perencanaan dan

organisasi akan diangkat daram jabatan Analis ApBN. Sebelum diangkat

dalam jabatan Analis APBN melalui penyesu ananf inpassing, yang

bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat

dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang

jabatan

Dalam hal ini, Sd.r. Lisbon Sirait, s.E harus mengikuti uji kompetensi

Analis APBN jenjang Ahli MadYa'

Untuk rnenjamin keseimbangan antara beban kerja dan jurnlah PNS yang

akan disesuaikan I inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1' maka

pelaksanaan penyesu^r^n1 inpassing harus mempertimbangkan formasi

jabatan.

PNS yang dalam rnasa penyesuaian f inpassirtg telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelurn

disesuaikan I inpassing dalarn Jabatan Fungsional Analis APBN terlebih

dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam

penyesu atanf irzpassing telah mempergr-rnakan pangkat terakhir'

PNS yang telah disesuaikan f htpassing d'alarn Jabatan Fungsional Analis

APBN untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunakan Angka Kreclit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan penyesu anan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis

APBN, ditetapkan oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalarn Anak

Lampiran g yang merlrpakan bagian ticlak terpisahkan dari Peratttran

Bersama ini.
penyesu atan/inpassing daram Jabatan Fu'gsional Analis APBN, ditetapkan

terhitung 2 (dua) tahun sejak peraturan bersama ini diundangkan'

1) '

2)

2.

3.

4.

q

6.

7.

B.

9.
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XiI. PENUTUP 
I

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknYa,

I{EPALA
BADAN KEPtrGAWAIAN NEGARA'

D, .-
WIBISANA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAI{ILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

WINANTUNI GTYASTiTI SWASANANIIMA HA



coNTol-l: 
PBNILAIANSURAT I)ENYAMPAIAN HASIL

I(INDRJA DARI PIMPiNAN UNIT I(ERJA I(EPADA

T]M PBNILAI I(INtrRJA INSTANSI

l(epada Yt)r.
l(eiua Tim Penilai l(inerja
Di
TernpaI

Bersanra ini l<anri sarnpailcan hasil penilaian

ut.Itrtl<I<otrversiatrgl<al<redit/per]etaPanarrgka

ANAI( LAMPiRAN I

PtrRATURAN BERSAMA
soicnernnrs JENDERAL DEwAN PERWAI(ILAN

RAI(YAT REPUBLII( INDONESIA DITN

iinpnLn BADAN I(DPtrcAwAlAN NEGAI?A

TEN'fANG
I(BTBNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTBRI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NtrGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONDSIA

TIOTUTON 39 TAHUN 2OT4 TENTANG .IABATAN

FUNGSIONAL ANALIS APBN

Icinerja clarr br-rl<ti fisil< atas narrra-t'rama Analis APBN

l<redit*), sebagai beril<ut:

HASIL PENII-AIAN

I(INDRJA
PANGIGT/

GOLONGAN RUANGJABATANNAMA/NIP

2. Dernilcian' att'\s perhatianrrya lcami ucarplcatr terima lcasih'

Pirnpirran Urr it l(cr.1a

N]P.

*) Coret yang tidal< 1>erltr



CONTOI.J:
I(ONVtrRSI ANGI(A I(REDIT

ANAI( LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
SEI(RETARISJENDERALDBwANPERWAI(Il-AN
RAI(YAT REPUBLI]( ]NDONESIA DAN

I(BPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUANPtrLAI(SANAANPERATURANMBNTTRI
PtrNDNYAGUNAAN NPARATUR NEGARA DAN

RtrFoRMASIBIRoI(RASIRtrPUBLIl(INDoNESIA
NOMOR 39 TAHUN 2OTlT TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANAL]S APBN

I(ONVBRSI ANGI(A I(REDIT
NOMOR

In starr si
Periode

ANALIS APBN

Nomor Seri l(arPeg

Ternpat tanggal lahjr

Jenis I(elamin

Panglcat/ Golongan ruan g/TMT

Jabatan/TN4T

Unit l<erja

Instansi

I(ONVERSI ANGI{A I(RDDIT
Angl<a lcredit YarlgAngka }treclit

minimal Yang
harus dicaPai
setiap tahun

l{asil Penilaian l(inerja

(lcolom3xlcolom4)PROSBNTASBSEBUTANANGI(A

Ditetapl<an cli :

Pacla tanggal :

I(ettta Tim Penilai,

NIP.

Te.nr btt sarr disampail<arr lce;racla:
t. Analis APBN )'arlg bersangkutatr;
2. Selcretaris Tim Penilai l(irrerja yang bersarrgl<tttan;
3. i(epala Bilo I(earrggotaarr dan I(epegawaialr; *) dan
4. Pe.iabat laiu l'arrg diarrggap perlr-t.

*) coret yang tidal< Perlu

ANAI( LAMPIRJ\N 3



PtrRATURAN BERSAMA
bBirnnrnnrs JENDERAL DEwAN PDRwAI(ILAN

nniivnr REPUBLII( INDoNESIA DAN

ireFnln enonN IGPEGAwAIAN NDcARA

CONTOI-I:
PENtrTAPAN ANGI(A I(RDDIT

TBNTANG
I(BTENTUAN

PEN trTAPAN ANG I{A I(R]'DIT
NOMOR

MENTERI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGAM

DAN REFORMASI BIROI(RASI REPUBLII(

INDONESIA NOIV1OR 39 TAHUN 2OT4 TtrNTANG

JnEnrnN ITuNGSIoNAL ANALIS APBN

l'-ol'

ANAL]S APBN

I Natna

NIPz

Nouror Seri l(arPeg

Ternpat tanggal lahir

Jenis I(elamin

Pangkat/ Golon gan n-rarr g/ TMT

Jabatan/TMT

4

-a

6

7

B Unit lcerja

:

](ONVERSI ANGI(A I(REDIT
9

I

I Instanst
I

TAHUN_l

Anglca kredit
minimal Yang
harus dicaPai
setiap tahun

Anglca lcredit Yang
didapat

NILAI I SEEUTNN ffi (kolon'r4xkolom5)

5 6
z 3 4

l

Jurnlah Anglca l(redi yang diPerolele

ilnttrk k".ailcan jabatan/ panglcat

ASLI cliszunpail<a-rr derrga:r hot'trlat l<c1:acla:

lie;:ala Baciatr l(elregawaizur Negara
Pada tanggal :

l'e u'tbtt strn di sarrrllzulcal liepacla:

l. AnaJis APBN ya-ng bersa-rrglcutau;
; .s.r.t.,.ri. Tirir Pc-rrilai yang bersanrglcutzur;

3 ii;;;l; Bit" t{eariggotaln clzur l(epegau'aizur; ') clatr

.l . Pejabrrt lairr varrg clia:rgg,ap perltt '

') coIet Yatrg ticl al< 1;el'lt't

PELAI(SANAAN PERATUIRAN

Ditetapkatr cli : '.. ' '

Nama lenglcaP
NIP.



CO NTO H:
I(EPUTUSAN

Menimbang

Me rr girr ga t

Menetaplcan
I(BSATU

I(EDUA

ANAI( LAMPIRAN 4
PBI?ATURAN BERSAMA
SEI(RETARISJBNDERALDtrwANPERWAI(ILAN
RAIOAT REPUBLlI( INDONESIA DAN

I(EPALA BADAN I(EPECAWAIAN NEGARA

TENTANG
I(DTBNTUANPtrLAI(SANAANPERATURANMENTtrR|
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFoRMAS]BIRol(RASIREPUBLII(INDoNESIA
NOMOR 39 TAHUN 2O14 TENTANG ']ABATAN
FUNGSIONAL ANALIS APBN

I(ENAII(AN JABA'TAN

I(trPUTUSAN
SEI(RETARIS JENDBRAL DBwAN pphwer<rLAN RAIryAT REPUBLII( INDoNESIA

NOMOR:..'...,.
TENTANG

I(ENA]IGN JABATAN DALAM JABATAN FUNGS]ONAL ANALIS APBN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

SEI(RETA RI S JEN DBIIAL DEWAN PDRWA](ILAN RAIfi AT REPU B LI I( I N DON ESIA'

: bahwa utrtuk metrgisi fornrasi jabatap yallg l6wong, sar'tclara. ':""" " NIP

jabatan ...-..-.' p.lng]5?t/go)ongan r-trang. 
"Il. 

: .l:l-11 mcmeuttlri svarat clatr

ctia'ggap cal(ap nntnl< ctinaiki<iri ,i"inl" je'ja'g"jabatan setinglcat le5ih tinggi;

: l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4i
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahurr 1994

Peratltran Pemerintah Nomor 40 Tahurr 20lO;

3. Peraturatr Pemerinlah Nomor 9 Tahun 2-003

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Irrdonesia Nomor 39 Tahurr 2Ol4;
5. Peratut:au Bersatna Selcretaris Jenderal

clan l(epala Baclarr l(epegawaian Negara

MEMUTUSI(AN:

seba'tgaimana telah diubah clengan

sebagaimaua telah dir-rbah derrgatr

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan A;laratttr Negala clarr Reformnsi Birol<rasi Republil<

Dewatr Perwakilan Ralcyztt Republik ltrdonesia

Nomor ........ '..;

Arralis APBN dibawah irri:
a. Nama
lr. NIP
c. Parrgl<at/golotrgan ruarrg/TMT
cl. Unit lcerja

Ter-rriturrg 'rulai tanggar di'aikl<arrr jaba.anrryar clari Jabatan lrnrrgsio'al A'alis

ApBN ierrjang k; Jalam iabatarr l?trrrgsiorral Analis APBN jerrjang

l:.:.. ..]..:lil,Tso,i u,.,[i.u l<r-eclir.'r.ir-.iratiI scbesar ....... t. . '. )

: Apabila clilcemnclian hari tet'tryala terctapl! l<,el<eliruarr dalarn l(epr'rtusan irri' alcatr

d iaclalcan perbailcarr cl a' perhitr-r'ngan l<embali sebagaimana mestinya'

Asli l(ePtrtusarr ini disampail<arr kepacla ytrrlB bersangkutan untttk clil<etahrri dan

cl i incl alri<an sebagailTlal'la mestitrya'

Ditetaplcan cli .

pada tanggal

NIP.

TDM13USAN:
I . liepala Baclan l(epegawaiarr Negara;
2. Sekretat-is l'irn Perrilai l(irreria lustatrsi yrtu61 bersanglttttzur;

3. IJiro Arra)isa Anggaran clerrt Pelal<sanaan APBN;

4. l(cpala Biro I{eanggotaa!1 l(epegawaiarr; ")clan

5. Pe.iabat lairr yang cliarrggal: perlu'

") Coret yang tidalt ;re rltt.



ANAI( LAMI)IRAN 5

SEI(RETARIS .,'BNNgNNI DtrWAN PtrRWAI(ILAN

nniivnt REPUBLII( INDoNESIA DAN

iiBFniln BADAN I(trPEGA'AIAN NEGARA

TENTANG
I(ETENTUAN PBLAI(SANAAN PERATURAN MtrNTDRI

PENDAYACUruNAI'I APARATUR NEGARA DAN

RBFORMASI gIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA

NOMOR 39 TNNUN 2OT4 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOI-J:
I(EPUTUSAN

Menimbang

Mengingat

Merre taPlcarr
I(trSATU

I(EDUA

PENGANGIGTAN PBRTAMA

I(trPUTUSAN

sEr(RErARrs rEND"*kB,frXAT '""*ncrinl 
*]:lot REPUBLII( I NDoNESIA

TBNTANG

PENGANGI(ATAN PERTAMA DALAM JNEA-fNN FUNGSIONAL ANALIS APBN

DtrNGAN }IAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SE|(RETARISJENDERALDtrwANPtrRwAI(ILANRAI(YATREPUBLII(INDoNBSIA,

: A. bahwa Saudara
memenuhi syar.ar clan dianggap calcap uni.iri clTangkat aajutn Jabitan Ftrngsiorral

, lHl""iiif;"",lcan formasi jabar-ar-r vars tela. clirerapr<arr, pe'rtr mcngangkar vang

u 
", =,,''' 

git-tt t; ; ; i;tt''t u t' uil''t' Fr'r'-t gs i o n al A rr a I i s A PB N ;

: l. Unclnng-Unclang Nomor 5 Tahun 2Ol4;

2.Peratural]Pemer.intah-.Nornorl6Talrr-ur]gg4sebagainranarlelalrc|itrba|rclengatr
Peraturan i;;;i;itl't Nomor 40 Tahun 20I0;

3.PeraturanPemeritrtalr..NomorgTahun^2o03sebagainrarratelahclirrbalrderrgan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;

4, Peratut.an Merrteri Perrclayagulr.aan Aparat.r'. l..teg^,.. dan Reformasi Birokrasi Repr'rblil<

Indonesia Nomor 39 Tahun 2OIa;

5. peratur.an Bersama sekretaris Jender-al Dewa' perwakira' Ralcyat Rep'blil< I'donesia

Aan Icepai^ nadatt l(epegawaian Negara Nomor """""';
MEMUTUSI(AN:

Calon Analis APBN dibawah ilri:

a. Namar : """
b. NIP : """
c. Panglcat/golorrgan rr'rarrg/TMT : """
cl. Unit lcerja : """

Terhitung mutai tarrggal diarrgr<at dalar' Jabata' Fnngsio.ar A'aris ApBN jerrjang

Ahli Pel'tama' r ,:---.-.- ,r^r^- lltern
:Apabilakemudianhariternyataterclalratl<el<elirurar.rdalaml<eptttttsant|.ll'i

diadat<arr p"roJilo., .f^,i-p"if,lt""g^tiii.m'bali sebagaimana mestinya'

As|il(eputl'lSaniniclisampailcanl<epac|an.igiY'1'NegeriSipi|yarrrgbet-satrgl<tttattrltntttl<
J,te fot-t u i clarr cl i irrcl a6lcatr se ba garimana mcstl nya'

DitetaPl<ern cli '

pacla tarrggal ..'

NIP.

.I'EIVIBUSAN:

il'li.'rntn Badan liepegawaizut Ne.q11L
i. i;!ii,'rr^t-"y;rrB'1r..,.,';;,iiiiI r-r.rctt.e-t"a1:lcan rurctn lclerlit;

3. lie l)a la t(arl ro r -;i;y;;r'ff 
'pcirji 

rict atr araah N e gzu'a ; d artr

+. nejaUat laurr yarrg dtanggall perlLl



ANAI( LAMPIRAN (r

SNT<NETARIS JENDERAL DEWAN PtrRWAI(ILAN

NNTCVNT REPUBLII( INDONESIA DAN

iiBFnLn BADAN l(trPEGAwAIAN NEGARA

TtrNTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATUI?AN

MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NtrGARA

ONTI REFORMASI BIROI(RASI RDPUE}LII(

INDONBSIA NOMOR 39 TAHUN 2OI4 TENTANG

JagAiAItt FUNGSIoNAL ANALIS APBN

CONTOI{:
I(EPUTUSAN PENGANGIGTAN DARI JABATAN LAIN

Merrirnbang

Mengirrgat

l(EPUTUqAN

SEI(RIITA RI S J DNDtrRA L DtrwAN pEnWnrciLAN RAI<YAT REPUBLII( I NDONESIA

NoMoR' 
i;N;;r'ic

PENGAN(iIGTAN DAR1 JABATAN LAIN

I(B DALAN4 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEI(RETARIS JENDE|lr{L DEWAN PBRWAI(ILAN MI(YAT REPUBLII( INDONDSIA'

bahwa ur.rtulc rnengisi formasi jabatan yang krwong, sauclara.':""' ' NIP

jal:atan ..'. -" panglcatlgolongan I'Llang. '-""""' telah metnetrttlri s-\'trrat cltrn

dia'ggap cakap Llntllk dia'gk'at aitam Jabatan iungsionar A.aris ApBN meral*i

p"tpitianf,an dari jabatan lain;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;

2,Per.aturatrPemerintalrNomorl6Tahtrnt^gg4sebagaimatratelalrc|ir-r|ralrc|etrgartr
Peraturan Pemerirrtah Nomor 40 Tahun 20 10;

3. peraturarr pemerjntah Nomor 9 Tahtrn_ ?go3 sebagaimana telah clir-rbah clengarr

Peratttlau pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. peratnran Mereteri Pendayag-ttrlaan Aparetttrr Negat'a dan Refot'rnasi BiIol<t'asi Relrr'rblil<

Inclonesia Nomor 39 Talrun 29la; n-r-.^r r:^,-,,r-ril. t,rrlnr
s. peraturan Bersama sel<retaris Jencleral Dewarn perwar<ilan Rarqyat Rep*bril< lrrclonesra

da,r ttepata-Badarr l(epegawaian Nega'ra Nortor """""';
MEMUTUSIGN :

Metreta;rl<an :

I(ESATU : Merrgangl<at:
a. Natna
b NIP
c. Jabatan
ct. Panglcat/ golorrgan ruarrg/TMT
e. Unit l<erja

I(EDUA
a ltatr

Ll |l tul(

Terhitung mulai tarrggal diangl<at dalam Jabatan Fungsional Analis APBN jeujtrng

Ar:abila lcernucliarr hari tet'uyata terclapat. Icelcelirttan clalam lcept'ttusan irri'

cliad alcan perbailcan da''e'hitun ga,i iern'bali sebagaimalla mestinya'

Asli l(epr,rtLlsan ini clisar:rpaikan lenada -e1qaw.ai 
Negeri sipil yang belsanglctttatr

.i,t 
"ttft,,i 

dan cliinclahlcatr sebargaimana l1'lestlnya'

Ditetarplcan cli

parcla tzrnggal

NIPft

t:

d

'"),

ir.'

I

,I'EMBUSAN 
:

l. l(epala Badarl lie'pegttwaiarr Ne.gqal
;. Fii-a1r^t ynrg berwerfarlg nrenctaPl<an anglca-l<teclit; 

,

3: it.rroru r'i",tfirr Pelayapir Perberidalta;aan Negzu'a; c[5r

4. l)eiitl:at: laitr 1'311g dizutggap pel'ltl'



ANAI( LAMPIRAN 7

SNI<NETNNIS .]ENDERAL DtrWAN I)trRWAI(ILAN

RAI(YAT I?EPUBLII( INDONtrSIA DAN

I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NtrGARA

TtrNTANG
I(ETtrNTLIAN PELAI(SANAAN PBRA'IURAN

MENTERI PBNDAYACUNAAN APARATUR NECARA

DAN RBITORMASI BIROI(RASI RtrPUBI'IIi

ITIPONESTN NOMOR 39 TAHUN 2O14 TENTANG

..IABATAN I"UNGS]ONAL ANALIS APBN

CONTOII:
itgpurusAN PtrMBERHENTIAN SEMENIARA

;(EPUTUSAN

SEI(RETARIS JENDEML DBWAN PERWAI(ILAN RAlfiAT REPUBLII( INDONESIA

NoMoR' 
t"^io"c

PEMBERFIDNTIANStrMENTARA,DARIJABATANANALIS^PBN

DDNGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

SEI(RIfTARI S JEN DERAL D I'WAN PDRWAI(I LA N RAI(YAT REPU B LI I( I N DONDSIA'

Merrimbarrrg : a'

b.

Mcngingat : I '

2.
3.

Metretapltatr
I(ESATU

I(DDUA

4.

5.

6.

bahwa berclasarlcalr slrrat.. .. Nornor ..... talrggal """""' per-iharl

Irsnlarr pemberlrerrtiatr serrlet'rtat-a cia'i Jabatan Furrgsiolral Arralis APBN l<aretrzr

.... .; *')

bahwa urntttl< tertib aclmirristrasi, pel'lu tnemberherttil<an selTlental-ai clart

Jabatarr I?urrgsional Arralis APBN;

Urrdarrg-Unclang Nonror 5 Tahurr 2Ol4;

Peratuiarr Pcmerintah Nornot' 53 Tahuu 20l0;

Pet.aturanPemeritrtahNornor-16-Tarlrunlgg4sebagainratratelarlrditrbahclengatn
b;;;il,;l Pemerintah Nonror 40 Tahttu 20I0;

Peraturan Pemeritrtah Nomor- 9 -Tahun 2OO3 Sebagaimana telah cliubah cletrgatr

;';;;il;;; perneriirtah Nornor 63 Tahun 2ooe;

Peraturan Menteri Pereclayagllllaat-l A-paratttr Negala clan Reformasi Bi|olcrasi

ir"i*i[iir.lnclonesia Nomor 39 Tahun 2or4''

PeraturatrBersamaSel<retar-isJetrcleralDewatrPerwakjlalrRaltyatRepr"rblil<
i;;;.i; aan rcep,Ju gutt^t"t I(epegawaian Negara Notnor""""";

MEMUTUSI(AN :

Analis APBN dibawalr irri:

a, Nama : """
b. NIP : """
c. Parrrgkat/Golongarr ruarrg/TMT : """
d. .Jabatan :"""
e. Unit kerja : """
Terhittrrrg mtrlai tarlggal criberhe.tilcarrr serne'tara cral'i J:rbir[trn Fr-rngsi'rral

Arrarlis APB N jerrjarr g

Apabila lcemudiarr hzrr-i ternyata terclapat .kcl<eliruan clalam lceptt Lusa\11 itri, al<an

;i".,;,1..]; ;;;;;;[",., .1..,r pert-ritu p gan lcembali se baga iman a mes trnva'

Aslil(eputnsaninidisampailcanlcepacl.aPcgawai.,I.:FtttSillilyangbersangl<t-ttatr
untul< dilcetahr-ri clan cliirrc{ihl<an sebagaimana mesttnya'

Ditetapl<arr cli .......
pzrda larrggal ."....'

l'tiMBUSAN:
l. l(e1:ala Radan l(ePe gawaian Negat'ai -.-,-- r...^,rrr.
2. Pe.iabat .\'atrg l:erwetl all g rneneta1:lcall at'rtl(a l(!'ect I L ;

5. icdpr,f ^ 
tio,..,io, pclayanain Pe rbe.clalra'aArl Nega'a'r; clan

4. Pe.jaltat laitr 1'ang ctlanggaP Perltl'

.) 'l'r-rlislah nrrit l<e[ia paling r-etrdah setingl(at Pimpinarr Tirrggi Pratama'

lreri)ralsLlratlr.'-,g.,"t1*pernbclhentiatrscmerrtaraltarelra""'

NI P.

tlomor sLlrat, tarrggal cl ilceltral-l<a11 sLll'al'



lqFrn'*

:

CONTOH
I(BPUTUSAN PENGANG IGTAN I(EMBALI

Merr itrrbang

Mengingat

ANAI( LAMPIRAN 8
SBI(RETARIS JENDBRAL DEWAN PERWAI(ILAN

RAiffAT REPUBLII( INDONESIA DAN

I(EPALA BADAN I(BPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETBNTUAN PBLAI(SANAAN PERATURAN MENTtrRI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAIIA DAN

REFORMASIBIRoI(RASIREPUBLII(]NDoNESIA
NOMOR 39 TAHUN 2OT4 TDNTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANAL]S APBN

Pallgl(at/goiorrgau- rLlarlg l:":".""'
aan .tiunggap ial.ar]: trn[rl< cliirrrgl<at kembali clalam

sebagaimana telah diubah cleugan

sebagaimana telah diubah detrgatr

Dewan Perwakilan Ralcyat Repr"rblil< ltrclonesia
Nomor .......'...;

un Ltrl<

t(BPU'IUSAN
SEI(RETARISJENDBRALDBWANPERWAI(ILANRAI(YATRBPUBLII(INDoNESIA

NoMoR' 
i;,n;;nio

PENGANGI(AT^NI(DMBALIDALAMJABATANANALISAPBN

DENGAN RAI{MAT TU]-IAN YANG MAI{A ESA

SEI(RETARI S J trN DE,RAL DEWAN PERWAI(t LAN RA Iff AT RBPUB LI I( t N DON ESIA'

: bahwa Sar'tdara " NIP
jabatan. telah tnetnenuhi syarat
iabatan Fulrgsional Analis APBN;

: i. Unclang- Unclarrg Nomor 5 Tahttn 2074;

2. Peraturan Pemerir.rtal'r Nomor 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 20l0;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Notnor 63 Tahun 2OO9;

Indonesia Nomor 39 Tahun 2Q1a;

5. Peraturatr Bet'sama Sel<retaris Jendet-al
clan l(epala Badan I(epegawaiarr Negara

MEMUTUSI(AN :

4. PeraLuran Menteri Pendayagunaan Aparatrtr Negara clarr Reformasi Bilokrasi Repr-r blil<

MenetaPl<atr
I(ESATU

I(EDUA

: nrrarlis APBN clil:awah
a. Nama
b. NIP
c. Parrglcat/golongau
ct. Unit lcerja

Terhitung mttlai tanggarl ....
jenjang

: .....

... clianglcat lcenrbi,rlj clalarn Jabatau Futrgsiorral Analis APBN

: Apabila kemudian hari Lertrvata terclapat, l::lt-"]'jllT.^^ttly,,.}.totttusarl 
irri' alcan

J ia.i alca,r perbailca' cl a' perlr i tL r't gnt', lcem l:ali se bagair:rarra mes [t nya'

Asli I(ePutlrsan ini clisampailcan l<epacla Pegawai Negeri siPil yang bet'satrglctttartr

clil<etahui clan cliindahlcatr sebagaimatra mesltnya'

Ditetapl<an cli .

pada tanggal

ffi

'f EIvl BLl.SAN
l. liefiala l3adan ltepcg,awaian Negil'ra;
2. Fiiut Jt vane berweti.urg tr'teuethplcal anglca-l<r'edit; .

3. l(irlala l(arilor I)elaya.an Pe rbenclalrar-a€ul Negat'a; cl.ur

4. l)e.iabat lairr 1'1's'1g dianggap 1:crltt'



ANAI( LAMI'IRAN 9

SEI(RBTARIS JDNDEI?AL DEWAN PtrRWAI(ILAN

RAIffAT REPUBLII( INDONtrSIA DAN

I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
I(trTBNTUAN PELAI(SANAAN PBRATURAN MENTERT

PENONYNGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

NNTONTVIEST BIROI(RASI RBPUBLII( INDONBSIA

NOMOR 39 TAI{UN 2c:l4 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS APBN

CONTOH
xppurusAN PENYESUAIAN/ /NP SS//VG

I(EPUTUSAN

StrI(RETARIS JENDERAL DBWAN PNNWN<TLAN rl]\IryAT REPUBLII( INDONtrSIA

NoMoR' 
i;*r^,.,c

PEN\,TSUAIANIINPAilSINGDALAMJABATANI"UNGSIONALANALISAPBN
DENGAN RAI.IMAT TUFIAN YANG MAI-IA ESA

SEI(RETARIS J EN DEI?AL DEWAN PERWAI(ILAN TTAIilAT REPUB LI I( I N DON ESIA'

Men inrbang

Merrgttrgat

MeneLaPlcan
I(ESATU

I(EDUA

'alrwa 
Lrntul( me'gisi for-masi jabatan ..yu.,.g 

lowong, sautclara NIP

jabatan jr^"gL"t/[olongan rllang telah tnementthi

syar-at dan cliangg"p "^f."p 
.',,'tt'.rliJia''-tgk; clalam Jabata' Fttrrgsional Analis APBN

rie lalu i llenyesu aian / fnlrcrssirtg;

Unclarrg-Utrdang Nomor 5 Tahr-rn 2014;

Perahtrau Pemerttrtah Nomor l6 'Tallun 1994

;';;;ii;;'t Pemerintah Notnor 40 Tahun 20 i0;

Peraturan Pemeriutah Nomor 9-Tahtttr 2OO3

i';;;il;-;;-, Pemeriniah Nomor' 63 Tahurr 2009;

Peratttran Mentel-i Pendayaglrnaal.l Apal'atttt'

h"piirriit Irrdonesiar Nomor 39 Tahun 2OI4:',

;;i;;;;;";;;;;-^ sekreraris Jencieral Dewan pe,*arcilan

inao,'t".i^ dan t<efaia Baclan I(epegarvaian Negat'a Nomor """""';

L.

2.

J.

4.

q

sebagaimana

sebagaimana

Negara dan

rnerrgauglcat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangl<at/Golotrgan rtrang/TMT
ci. Jabatan
e. Unit I(erja

Terhitung mttlai tanggal
APBN jenjarrg

MtrMUTUSI(AN :

clisesuail<arr/ tirpcrssing clalam Jabatan FungsionetI Analis

NIP.

Arrabila l<emuclian hari ternyata terclap.at.. kekelilttan d^lull, 
, l1:ptl 

ltlsarl

:ii;:;k;'.' l;;,:b ;il; J a n pe rh i-tu n ga n l<e rn b a l i se ba ga i rn a n a m e s t r'rv a'

Asli I(epurLlsarl irri ctisarnpail<arr lcepacla t:qi:.1: Negeri si1:il yarrg bel.sarrglctttarr

cir t<e tatr tr i cl an cl i i rrclah lcittr'seba gaitn an a tn es I t nya'

DiLcLap[<an cli
pacla tanggal

I'DMBUSAN
I . t(cpala Badan l(cpegau'aian Negat'a;

2. Peiabat .yarrg bet-i.,i"'lg meree tipl<arr anglca, lcrecliL;.,

5: it..iroro ttanior pelayana-rr pcrberrclalraraalr Ncgara; clatr

4. Peial:at lairr 1'211g cliarrggap perltl '

'l.f.

[ela'th clir-rbah clengartr

Lelarh clir-tbalr clengan

Reformasi Birolcrasl

Rakyart Reptrblil<

a l<a tr

Ll 11 [u l<



W
MENTERI

P END AYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA i

DAN REFORMASI BIROKKASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang

analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagai dukungan bagi Dewan Perwakilan Ralqyat

Republik Indonesia dalam proses pembahasan dan

penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara perlu ditetapkan jabatan fungsional

Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan

Fungsionai Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

: 1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralqrat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor IB2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Peraturan...



J.

4.

Peraturan Pcmerintah Notnor + Tahun 1966 tentang

Pemberhcn tieur / Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1966 Nomor 7 , Tarnbahan Lembaran Negara' Republik

Irrdonesia Nomor 2797)',

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fr-rngsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Nega::a Republik Indonesia Nornor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah Nombr 40 Tahun 20 10 (Lembaran Negara

RepubiikindonesiaTahun20l0Nomor5l,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 12 1);

Perattrran Penrerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

FormaSi Pegawai Negeri sipil (Lernbaran Negara

RepubiiklrrdonesiaTahun2OO0Nomor]94,Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 40 15),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah Nomor 54 Tahr-tn 2003 (Lembaran Negara

Republik Indorresia Tahun 2oO3 Nomor 122, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2O0O tentang

Pengaclaan Pegarvai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indorresia Tahun 2OOO Nornor 195, Tarnbahan

Lembaran Ne gara Repurblik Inclonesia Nomor 40 I6)'

sebagaimana telah ciutar kali diubah dengan Peratutran

pemerintah Nomr>r 7 g Tahuin 2013 (Lembaran Negara

Republil< Indonesia Ttthun 20i3 Nomor IBB, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a67);

7. Peraturran Pemerintah Nomor 99 Tahun 20oo tentang

Kenaikan Panglcat Pegawai Negeri sipil (Lembaran

Negara Repr-rblik Indone sia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

40I7),sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara

Republil< Incionesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomo r 419S);

8. Peratttrau Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
pendiclilcan clan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lernbaretn Negara Republik Irrdonesia Tahun 2000

Nomor I9B, Tambahan Lembaran Negara Republik

Inclonesia Nc)mor 40 19);

q

6.

9. PeratLlral-I . ..



9. Peraturan Pcmerirrtah Nomor I Tairun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor I5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +263)

sebagaimal'la telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara

Republik Inclonesia Tahun 2OO9 Nomor l6a\;

I o. Pe'raturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun"2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

1 1 . Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 20 I 1 tentang

Penilaian Prestasi I{erja Pegawai Negeri sipil (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahr-tn20I1Nomor121,
Tambahan Lembaran Negara Republi]< Indonesia Nomor

5258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OI4 tentang

Pemberhen tian Pegav,,ai Negeri Sipil yallg Mencapai

Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Talrun 2OO9 tentang

Pemben tukan dan O rganisasi Kementerian Negara

sebagaimarla telah beberapa kali diubah, terakhir

,cengan Peraturan Presiclen Nomor 55 Tahun 2013

(Lernbaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 2O 13

Nomor 125) ;

14. Peraturan Presiclen Nonror 24 Tahun 20 10 [entang

Kedudgkerrr,'lugers, clatn Fungsi Iiementeriau Negara

serta Susurlar.1 Or-galisasi, Tugas, Dan Fr-tpgsi Eselop I

I(ementcrieitr Negitrei sebagedlTlana telah bebereipa kali

cliurbah, tc:rarlclrir clenga.n Piratr-rran Prcsiclen Notrror 55

Tahurn 20 I 3 (Lcrnbaratr Negarra Rcpnblik lrrctonesitr

Tahun 20.l 3 Nonror 12.6),

I5. PeratLlran Presiclen Nr>mor 23 Tahurn 2OO5 tentang

Sekretariat .Jcnderal Deu,etn Perwakilan Ra}<yat Republik

Ind on e sia;

16. Keputusan Presiden Nc>mor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun .J arbatarr Furngsiclnal Pegawai Negeri Sipil

sebagaimarilal telarI diurbal-r dengan Peraturan Pre siden

Nornor 97 Tahun 2oI2 (Lembaran Negara Republik

Incionesilr Tathutn 2O I 2 Nonlor 235);

MEMUTUSI{AN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NtrGARA DAN REFORMASI BIROI(RASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONALANALISANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA NECARA.

BAB I
I{ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutran Menteri ini yang dimaksud dengan:

i. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ciisingkat PNS

aclalah warga l.tegara- Indorresia yang melTlenuhi

syarat tertenl-r-t, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap olch pejabat pembina kepegawaian untr-tk

mendudr-rki .i zrbatarr pemerintahan'

2. Jabatan Furregsiorral aldalah sekelompok jabatan yang

berisi furngsi dz'ru tLlgas berkaitan de ngan pe Ieryanau

fungsional Yalng berclasarlcan pada keahliare dan

keteramPilarrr tcrtentut'

3. pejabat lrr,rregsional acialah Pegawai AsN yarlg

mendudutl<iJabatarrFr-tngsionalpadainstairsj
pemerintarh.

4'PejabatPenrbinal(epegawaiarradalahpejabatyallg
mempLlnyai keu'enangall menetapkan pengangkatan'

pemindahan,clanpemberhentianPegawaiASNdan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

sesuaidenganketentutanperatulanperundang-
undangan.

5. Pejabat yarlg berwenang adaiah pej abat yang

mempun)'ai kewena ngan melaksanakan proses

penganglcatan, penrindahan, dau pemberhentiau

PegawaiASNSesLlaidenganketentuanperaluran
pe rurrda n g- ut n d al.t garl .

6. Jabatan Fung.sional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN

adalah jabatan yang nlempunyai ruang lingkup, tt-igas,

tanggungjawab, we\^.,ellang, dan hak r-tntul< melakukan

kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat

Jenderal Dernran Penvalcilan Rakyat Republik lndonesia.

7 . Analis



7. Analis APBN adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi

tugas, Langgt-lllg jawab, wewenang, dan hak secara

pentth untutk melal<ukan kegiatan analisis APBN'

Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue

dan masa-lah APBN yang melipr-rti perencanaan '

penganggaran, pelaksanaan dan peltanggungjau'aban'

Analisis adalah clokumen hasil analisis APBN

8.

9.

Io. sasaran I{crja Pcgaurari yang selanjr-rtnya disingl<at sKP

adalah rencarla lcerja clan target yang akan dicapai

oleh seorang PNq

11. Perilaku Iierja zrclalzrh setiap tingkah laku, sikap, atatt

tindakan, )/eil-ig dilal<ukan <lleh PNS atali tidak

melakukarr sesl-lzltt-t yang seharusnya dilakukan sesltai

dengan ke te rr lriart 1:eral,urall perllnclang-t-iud an garl'

I2. Angka l(reclir Kumurlatil' adalah akumulasi nilai firgka

kredit rnilinreil yar.ng Ilatrlts clicapai oleh Analis Atrggaran

Pendapataln cian Beleinja Negara sebagai salah satu

syarat lceneril<an pangkart dan/ atau jabatan'

13.UraiarrTr-tgasadalalrslratupaparatlsemuatugas
jabatan yang rnerllpakan tugas pokok pemangku

jabatandarlermmemprosesbahankerjamenjadihasil
kerja deugan menggunakan perangkat kerja dalam

kondisi tertentu'

14. Tim Penilai l{inerja Instansi adalah tim yang dibentuk

oleh Pelabat yarrg Berwenang dan ditetapkan oleh

PejabatPernbinaKcpegawaiarrPusat/Daerahyang
bertugas mcjrrjamiu objel<tirritas penilaian oleh pejabat

penilai lcilr:rja clatr memberilcan pertimbangan rerfiadap

usulankeneril<anpangkatdan/ataujabaLanAnalis
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara'

i5. Nilai Kinerja a.cialah nilai prestasi kerja sebagaimana

dimaksucl clerlam peratLlran perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

i

Jabatan Fungsional
manaj emen,

Bagian Kesatu
Rltmplrn Jabatan

Pasal 2

Analis APBN termasul< dalam rt-irnPLrn

Bagian ..



Beigian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

( 1) Anaiis APBN berlccdutdukan sebagai pelaksana teknis

fungsional cti biclang Analisis APBN pada sekretariat

Jenderal DPR RI'

(2) Analis APBN sebagailrlana dimaksud pacla A)'at (1)

n-Ierupakan j abatan l<arier'

BAB IiI

INSTANSI PBMBINA DAN TUGAS iNSTANSI PEMBINA

Pasal 4

In.stausi Pembiner .Jatl:atar'tr Furregsional

Sekretariat .Jcnclcral DPR RI'

Anaiis APB N adalah

Pasal 5

(l) Instansi Pembiner sebargaimana dimaksr-ici pada a)'at (i)

antara lairr nrcnlllLlnya i lcewajiban sebagai berikut:

a. menyusLlt.I petunj uk teknis pelaksanaan jabatan

fungsionarl Arrerlis APBN ;

b. menylrsl-ll-r pedclman fqrmasi jabatan fungsional

Analis APBN;

c. menc'taplcan starrciarr l<ompetensi jabatan fungsional

Analis APBN;

ct. mensosialisa.sikarr jabatan futngsional Analis APBN;

e. menyLlsLln lcurikr-rlum pelatihan fungsional dan

teknis flungsional Analis APBN; r

f. menyeicnggarul<an. pelatihan fungsional ctan teknis

Analis APBN;

g.melakr,tlcap LUi l<<;rnpetcnsi terhaclap Analis APBN

utntutl< l<enaikan jenjang jabatan :

h. mengernbarngkatn sisrem informasi jabatan

fi-rngsional Analis APBN ;

i. menyLlsurrl staudttr kualitars hasil l<erja pe.labat

fungsicln et l;

j rnemfarsilitarsi 1:ernbcntr-tkatn organisatsi profesi Analis

APBN:



(1)

(2)

k. rnemfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode
etik Analis APBN;

l. melakr-rkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada
Tim Penilai jabatan fungsionai Analis APBN; dan

m. rnelakukan monitoring dan evaluasi dalarn rangka
penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis

APBN.

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rrtenyampaikan hasil pelaksanaall. pembinaan jabatan

fungsional Arrali's APBN secara berkala sesuai dengan
perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dengan temb\.lsan Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

BAB IV
I{ATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analis APBN merupakan Jabatan
Fungsional I{eahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), clari jenjang terendah sampai
jenjang tertinggi terdiri atas:

a. Analis APBN Ahli Pertama;

b. Analis APtsN AhIi Mr,rda;

c. Analis APBN Ahli MadYa; dau

d. Analis APBN Ahli Utama.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, sesuai dengan
peraturan pe rt-lncl an g-urnd an gan.

BAB V
TUGAS POKOI(, HASIL I{ERJA DAN URAIAN TUGAS

JABATAN FUNGSIONAI' A.NALi S APBN

Pasal 7

(1) Analis APBN mempunyai tugas pokok melakukan
kegiatan analisis di bidang APBN.

(2) Hasil kerja jabatan fungsional Analisis APBN, melipi-rti:

a. laporan pembahasalt internai;

(3)

b. iaporan .. -



b.laporarrpcllgumpularrdatadaninformasi;
c. laporan llenclermpingan;

cl. laporarr clisl<ttsi tttrttlisis;

e. draft outlir-le analisis;

f. draft analisis;

g. analisis;

h. laporarr Preseutasi analisis;

i. laporarr clokumerr'tasi analisis;

j. IaPoran cliskusi referensi;

k. draft outline referensi;

L draft rcfcrcnsi;

m. refe re trsi;

n. iaporatr presentasi rcfercnsi;

o. Iaporatr cltll<urrlclltersi refercnsi;

p. draft ittratlisis ringl<ars cepat;

q. analisis ringkas cellat;

r. lapor-arr presentasi atralisis ringlcas cepat;

S' laporarr clol<umerrtasi anaiisis ringkas cepat;

t. laporarr pel'))'am1:aiarr data datr informasi; darr

u. laPorarr evaluasi'

(3) Uraiarl kegiatan / turgas Analis APBN ' meliputi:

a. melalclrl<arr pemberhasau internal clalam rangka

persiapan rnengikutti dan/atar,r mendampingi rapat-

rapatDPRsesutaisikh-tsAPBN'BPI{'danDPD;

b. men gLlmpl'lllcan cltrta dan informasi dalam rangka

pe]lyl-tsLtllanlaporancialamrapat-rapatDPRRI
sesuai sil<lus APBN, BPI(, DPD;

mela]<ltkatr pendarnrpingan dan ctukungan keahlian

dalamrangi<a rapat-rapat DPR RI sesuai sikltts

APBN, BPI{, DPD;

pengutnlruilan cla[a dan informasi dari

I(emerrt-criztn/Lember galPernda/dan lembaga

lainnya;

menyLlsurrr Arralisis APBN, analisis hasil pemerilcsaau

BPK cJan llertiml:angan DPD, dengan tahaParl:

1. menyelcrrrggararkan diskusi penentttatr tema

zintrlisis;
rnclal<utl<atn pel.I[iLlmpLllan data arlal sesuell tema

analisis;
nrclalcutl<an lrenL,llisan outline analisis;

c.

d.

e.

2.

3.

4. rnenyeienggaral<an



f.

+. met-Iyelenggarakan diskusi mengenai outiine

analisis, dengan Pakar;
5. penulisan arralisis;
6. menyelereggarakan diskusi mengenai matert'

metocioiogi, clarr alat analisis dengan pakar;

7 . nrelakukan perbaik an f penyempurl-Iaan analisis

berdasarkall hasil diskr-rsi; dan

8. metlyelerrggaralcau preserrtasi hasil analisis

g. meli.rl<utkan legalisasi clan mendokllmentasikan

hasil analisis ke dalarn database;

menyLlsLlIl relererr si APBN, hasil pe meriksaall BPK

dan pertirnbangan DPD, termasuk menyLlsull

laporArt kegiatarr pendalaman rnateri' data dan

irrforrnasi yallg tnemerlukan penggalian data-data

primer Iilngsutng clari sttmber'data' Pemerintah

Daet ah, i{emeuteriatr/Lembaga' Instansi negara dan

Swasta ctalarm clau luar llegeri, dengan tahapatr:

1 . menl'elen ggaral<an disl<usi penell tual'l [ema

refercnsi;
2. rnelalcutl<atr 1:etrulisan outline referensi'

3. menyelenggarakan diskusi mengenai outline

rclcrcusi, clengan pakar/ pihak ketiga;

4 . melerJ<ukatn perbaikan / penyempLlrnaan referensi

bcrdasarlcan hasil diskusi;

5. menyelenggarakan presentasi referensi' scbagai;

clan

6. mclarkr-tkaru iegalisasi dan rnendokurnentasikan

hasil referensi lce dalam database;

menyusuu Analisis Ringkas Cepat, dengan tahapan:

1'melakukanperrulisarrAnalisisRingkasCepat';
2.menyelerrggarakanpresentasiArralisisRirrg}cas

Ccpert dihaderParr Pakar; dan

3. melarlclrkarn legailisasi dan mendokulTlentasikan

hasil Analisis Rirrgl<as cepat ke dalam clatallase;

mengil<utidiskusimengenaiana}isisAPBN,referensi
APBN, BPK ctln DPD,- =tft^ Analisis Ringkas Cepat

(ARC), sebtrgati :

i. penYagi;

2. palcar;
3. pembahas;
4. mode rator;
5. peserta/Anggota;

g.

h.

i. memberil<an ...
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i. memberilcan d tttet dan informasi dengan tema

berdaser.rkau llernrintaan Anggota Dewan Penvakilan

Rakyzrt Republil< Inclcltresia; dan

j rnelalcr-tlcarl llembaiIasan eva]Llasi dan peletlloran

sesliai oLltPLlt.

(4) Tugas tambahan Allalis APBN, me iiputi:

a. mengikuti seminar llokakarya dibidang APBN;

b. nrembuiat mal-eri sebagai bahan diklat Analis APBN;

c. membLlat lcarva tulis ilrniah dibidang APBN;

d. membcrikarr konsuiltasi/ bimbingan dibidang APBN

yang bersilat l<onsePtual; dan

e. melal<salrakatr tLlgas Iain yang berkaitan clerrgan

tugas Pokol< jabatannya.

(5) Komposisi untul< kenaikan pangkat/.iabatan Analis

APBN setingl(at lebilr l-inggi berasal dari:

a. tugas pokol<; datr/at[aui

b. tugas tambahan '

(6) Pejabat lungsional yarrg melaksanakan kegiatan tug,as

tambahan cliberika6 lilai .sesuai dengan l(etentuan

peraturall perLludaug- undau gau'

(7) Pelaksanaar't l<egiatan Analis APBN sebagairrlana

climal<sucllraclzrA),at(3)clarrayat(4)r-tntr.tksetiap
jerlang jatbatan diatr-ir lebih lanjut oleh Selcretaris

Jenderal DPR RI.

Pasal B

(1) Pada awal [ahun, setiap Analis APBN wajib menJrusltn

Sasaran Kerja Pcgaweri (SKP) yang akan dilaksanakan

dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SI{P Analis APBN disr-tsun berdasarkan penetapan

lcinerja r-tnit lcerja )/allg bersangkutan.

(3) SI(P t-intu[< rnasir]g-rlasirlg jenjang jaba[an diambil dari
I<egiatern scltargari tr-rrLrnaur clatri penetapetn kinerlar uuit
ciengarr rncnclasetrlci.rrr lccparcla tinglcat l<esutlitarrr clan

syarat l<clnrltctcnsi lrntul< masing-marsing jenjang
jabatan.

(4) SI{P yuutg tclah ctisursr-rn sebagaimana clirnerksttcl pada

&)rart ( I ) har r-urs clisctur.;uri clan clitetapkarr oleh atasatr
lan gsr-rn g.

BAI3 VI . .

iil.
r,I4

t;:,

{.,"j
{tf.l'
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BAB VI

PENILAIAN KINERJA ANALIS APBN

Pasal 9

( 1) Angka l<rcclit kr-tmulzr tif ttrrtuk kenaikan pangkat dan

jabatan A:rarlis APBN ditetapkan be rdasarkan hasil

peniiaian kincrja Analis APBN.

(21 Hasil penilaian lcinerja sebagaimana dimaksr-rcl pada

ayat ( 1) clikorrversi ke dalam angka kredit kumulatif

sebagai berilcutt:

a. nilai kirrerja sebes ar 91 ke atas atau dengan sebutan

sangat baik menclapatkan angka kredit sebesar

150% dari angka lcredit yang harus dicapai setiap

tahltn;

b. nilai kirrerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebtttan

baik nlenclapatkan angka lcredit sebesar I25o/" dari

angka lcrcclit yang harus dicapai setiap tahun;

c. nilai kirrerja sebesar 6f - 75 atau dengal sebutan

cukr-rp rnendapatkan angka kredit sebesar IOOo/c' clari

angka lcrcclit yang harus dicapai setiap tahun;

d. nilai lcinerja sebesar 5I - 60 atau dengan sebutan

lcurapg mendapatkan angka kredit sebesar 75o/o dari

angka l<rcclit yang harrus dicapai setiap tahun;

e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan

sebltt.an br-trltl< rrrendapatlcan angka kredit sebesal'

sov" clari r'rtrgl<a l<reclit J/ang lrarus dicapai setiap

tahun.

(3) Angka kr-cclit l<tttnttlatif ttntttl< lcenail<an pangl<at dan

jabatan Arruli.s APBN sebagarimalla tet-sebut clalam

Lampiran -Vetllg nlerltlral<au bagian tidak terpisahka;r

dari Peratltri'rtt Meuteri itri.

(4) penilaian lcinerjar Analis APBN dilakulcan secara olrjektif,

terlrkur, al<LrpLabel, pzrrtisipatif, dan transparall.

(S) Untul< me.rrclr-rl<ung objektivitas dalarn penilaian liinerja,
pejabat fr-tngsionetl Analis APBN u'ajib

mendol(Lllrtetr f'asil<an hasil l<erja )/ang diperolelr sesltai

dengan SI(P -ytlng ciite Letpl<ati setiap tahLtnllya'

Pasal 1O ...
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Pasal 1 O

(I) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan

hasil penilaian yang dilal<ukan oleh pejabat penilai,

dibentuk tim penilai kine4a instansi'

(2) Tim penilai kinerj a instansi sebagaimana dimaksud

pada aYat (1) memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasau hasil penilaian yang

dilalcr-rkan oleh para pejabat penilai;

b. memberilcan 
t b"h"r, pertirnbangan kepada Pejabat

PembinaKepegawaiandalampengembanganPNS,
dan dij adikan sebagai persyaratan dalam

Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat'

pemberiantunjangandansanksi'mutasi'dan
promosi,sertauntukmengikutipendidikandan
pelatihanpejabatfungsionalAnalisAPBN;

(3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas pej abat yang berasal dari

unsur teknis yang membidangi Analis APBN, unsur

kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis APBN'

(4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerj a Instansi

sebagai berikt-tt:

a. seorang Iietua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling

(5) Anggota
dimaksud

kurang 3 (tiga) orang anggota'

Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana

pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua)

orang dari pejabat fungsional Analis APBN'

(6) Sekretaris Tim Penilai Kinerja
dirnaksr,rd Pada aYat (4) htrrttf
unsur kePegautaian '

(7) Syarat untuk menjadi anggota

Ins tansi, Yaittt:

a. menduduki j abatan / pangkat paiing

dengan jabatan/ pangkat Anaiis APBN

b. memiliki keahiian serta kemampllan
kinerja Analis APBN; dan

c. aktif melakukan Penilaian.

Instansi sebagaimana
b, harus berasal dari

Tim Penilai Kinerja

rendah sama
yang dinilai;

untul{ menilai

(8) Apabila .
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(B) Apabiia jurrrlah anggota Tirn Penilai Kinerja Instansi
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) tidak dapat
dipenuhi dari Analis APBN, maka anggota Tim Penilai

I{inerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipi}

lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja
Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

asal I I

Tata cara penilaian kinerja Analis
penilai kinerja instansi ditetaplcan
DPR RI.

APBN dan tata kerja tim
oleh Sekretaris Jenderal

pej abat
dengan

ayat (1)

formasi.

BAB VII
KtrNAIKAN PANGI{AT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 12

(1) Persyaratan da1 mekanisme kenaikan pangkat

fungsional Analis APBN dilakukan sesuai

peraturan Perundan g-und an gan.

(2\ Kenaikan panglcat sebagaimana dimaksud pada

dilakukan ciengan memperhatikan ketersediaan

Bagian Kedr-ra

Kenaikan Jabatan

Pasal 13

(l ) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis

APBN dilal<ukap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakr-rl<an dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

(3) Selain mernenuhi slrarat kinerja, Analis APBN yang akatr

dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan iuh-ts uji kompetensi.

BAB VIII ...
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BAB VIII
PtrN(iANG I(ATAN DALAM JABATAN

Pasal I4

Pelabat yang lrcpriliki l<ei,r,ol'larngaln IrleI-Igangkat PNS clalam

jabatan Apalis APBN vailtt Pejabat Pembina Kepesaivaiatt

sesuaidengarrrl)el.etl-Llrelnl]crLtrrclarrg-unclangan.

, Pasal 15

(I) PNS yang cli :urgkzrt urntr-tk pcrtama kali dalam jabatan

Analis APBN harrus memclluthi syarat:

a.ber4azz\hlralirrgretrcialrSarjana(S-1)/DiplornalV(D-
IV) bictarng Ekonomi;

b. pangka|- lralirrg renclah Penata Murda, golorrgan rLlang

III/ar; clan

c. nilai l<iner-ia 1:erling kr-irang berrrilai baik dalarn i

(satu) Llthuttt Lcratklrir'

(2) PengangkurLern pertama sebagaimana dimaksutct pacla

ayat (1) ac|ir]erlr pengangkatan urrtuk mengisi lou,ongan

formasi jabatan fungsional Analis APBN yang telah

ditetapkan rnelalr,ri pengaclaan calon Pegarvai Negeri

SiPil.

(3) calon Pegai,r,ai Negeri Sipil sebagairnana dimakslrd pada

ayat (l) lraling larna I (satu) tahun setelah diangkat

menjadi Pcgar,vai Negeri sipil hat'us diangkat dalam

Jabatan Fu n gsionail Arrarlis APB N '

(4) pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pacta ayat

(3) paling larmar 2 (dura) tal'run setelah diangkat dalam

Jabatarr Fr-rngsional Analis ApgNI harus mengikuti dan

iulus penclidil<a' clan pelatihan analisis APBN.

(5) Ket-entuan tnengenai pelatihan fungsional sebagaimana

dimaksucl pacla ayat (l) hr-rruf c, diatur lebih lanjut oleh

Pimpinan I1stan si Pem bina Jabatan Fungsional Analis

APBN

Pasal 16

(t) Pe1.1gangi<ertarn Pc:garu,ai Negeri Sipll clari jabat-an liiirr ke

ctalam jtrltat t.iln Analis APBN dapat clipertimllarrgl<an

clengan l<eLeIlLLlEr.ll sebtrgai berikut:

a. tersedia ..
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a. tersedier lr:worrgarn fc>rrnasi untuk jabatan Analis
APBN;

b. berijazL\\1 1:arling rcr')ciah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-

IV) bidarlg El(onomi;

c. pangl<ert paling rendah Penata Muda,

golongar'r rr-tart g III / a;

cl. telah mcngilcurti clzrn h-rius pendidikan dan pelatihan

Analis APBN;'

e. telah tltet-'rgikurti clatn lurlus uji kompetensi Analis

APBN; I

i. memiliki 1:cngalatn.rztl'I clalam pelak-sallaan LLlgas di

bidan$ Anarlisis APBN paling kurang 2 tahun;

g.nilai l<inr:rjal parling kr-rrang bernilai baik dalam 2

(clua) tahurr teral<hir; dan

h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun'

(2\ Ketentttaur lcbih lanjurt tentang pengangkatarr Pegawai

Negeri Sipil ciarri jabatan lain ke dalam jabatan Analis

APBN, dieitur lebih lanjutt oieh Instansi Pernbina.

BAB IX
KOIVIPETENSI

Pasal l7

(1) PNS yerng mcnclurclurl<i jabatan fungsional Analis APBN

Sarus lxclTlcltLlhi starndeu- lcompetensi sesltai clengan

Jenjang ja l:i't t-atu.

(2) Kompeten.si Arretlis APBN melipr-rti:

a. Kornl:etcrttsi te l<nis, antara lain:

1. pet-tget-ahtrarr rnetodologi dan survei ekonorrri;

2. llengeLarlrutatr l<er-iangan llegara/daerah;

3. llcr-rF{trt atht.tl'ttr llcrcnc:alneietl-}, lfellgalnggerrttll, clan

p c r' L a l'l ggLl rr g j 6i11r i1 [ ar rr ke ut aT1 ga t1 l-'l e ga I- a / c[ et e r- a h ;

l<crrtranll)Lti:ul i:r ilali sis el<onomt ;

IcenramllLtu\lt a natlisis statistik ekonomi,

l(e ltt.{i l'n pLl Eu-l analisis perell(:illlaal'l,

ller tan ggr-l n gj arva baupcnganggzrralt, clall
Icr:l.range:Lr-r lregar-a/ ctaerah; dan

7 . l<cnratnrjtLrair-) analisis dampal< kebijakarr.

4.

5.

6.

2. mampu ...
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b. Kompetensi Sosial-I(ultural, antara lain :

1. rnamilu membangun kornunikasi dengan

berbagaikelompokmasyarakat,politik,swasta
dan pemangkr-r kepentingan lainnya;

rnampu merf sosialisasikan dan rnempublikasikan

kebijakan organisasi dan pemerintah;

rnampu mengedukasi dan memPengaruhi pubiik

terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan; dan

4. rnampu membangun rasa

nasionalisme rnasyarakat'

(3) Rincian starrdar komPetensl

pada aYat (2) bagi setiaP

pelaksanaan uji komPetensi
dalam Pasal 13 aYat (3) diatur
pembina.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal I 8

( 1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Analis APBN harus cliiki-rtsertakan pendidikan dan/atau

pelatihan.

(2) Pendidil<an dan/ atau Pelatihan yang diberikan bagi

Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat

dan /atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja

Instansi.

(3) Pendidikan dan latau Pelatihan yang

Analis APBN sebagaimana dimaksud

antara lain dalam bentuk:

a. pendidikan forrnal; 
.

b. pelatihan futngsional;

c. pelatihan teknis; dan

cl. pengembangan lcompetensi iainnya
peraturzrn pe rLlnd an g-ttndangan'

(4) Pendidikan formal bagi Analis APBN untuk jenlang

pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh meialui

pemberiarr tltgas belaj ar.

2.

3.

kebangsaan dan

sebagaimana dimaksr-ld
j.ttj arrg jabatan dan

sebagaimana dirnaksud
lebih lanjut oleh instansi

diberikan bagi

pada ayat (1),

sesuai dengan

(5) Ketentuan
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(5)Ketentu:inmetrgenaiperrdidikandan/ataupclatihan
SertapedornanpenyLlsllnananalisiskebutuhandiklat
jaba|-anfr-trrgsiorralArralisAPBNsebagaimanadirrraksucl
pada ayat (I) clatr (2) lebih ianjr-rt ditetapkan oleh

instansi Perrrlliuat '

BAB XI

I{EBUTUHAN PNS DALAM .JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJANEGAIR'A

Persal 19

(1) Penetapan lic-:bltl'r-thatr PNS clalam jabatan fr-tngsional

Analis APBN clihiturrg berdasarl<an beban l<etja vallg

clitentr-rl(a11 oleh inclil<i'tLtlr' etutara Iain :

a. jenis sutbsl-atusi 1:c:rrrbahasan APBN;

b. frekr-tetrsi pcmbahasan APBN;

c. jumlah arlat lcelerrglcaparr; dan

d., jr-rmlerh arrlgliota DPR RI'

(2)Pedomanpenghitungarrkebr-rtuhanjabatanAtralisAPBN
diaturrlelrilrlarrjr-rtole}rSekretarisJenderalDPRRI.

BAB XII

PEMBERIJENTIANSBMENTARADARIJABATANDAN
PBNGANGKATAN I(EMBALI

Bagian I(esatu

Pemberherrtian Sernentara Dari Jabatau

Anali s

apabila:

Pasal 20

APBNcli}rerherrt.i]<atrsementaradarijabataren}'a,

a. diberhentil(an sementara sebagai Pegawai

b. menjalani cuti di h-rar langgungan negara'

persalinan anari< lceempat dan setertisnYa;

C.menjalanitutgasbelajar.lebihdari6(enam)buIan;atau
ci ditugaskan secal-a llellLlh cli h-tar jabatan Analis APBN'

Negeri SiPil;

kecuali ltntuk

Biigian ..
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Bagian Kedua
Pcngangkatan Kembali

Petsal 2I

(l) Pengangkartzrn l<enrbalr clalam jabatau futrrgsi<-:nal Analis

APBN harrlis lrremllei-hatikan ketersediaan bel:an kerja

sesuai j cnja ng jitllatan.

(2) Analis APB N yang diberhentikan seurentara

sebagaimillta dinralcsud dalam Pasal 20 huruf a, dapat

diangkat l<t:nrl:ali clalam jabatan Analis Anggaran
pepclapaLi'l n darr Bcrla rrja Ne gar-a apabilar berclutsarkatr

keputursi,ul llerrgadilarrl )/anB telah mempllnyai l<ekuatarr

hukum yeIr.rs te[at1l dinyatakan tidak bersaiah al-at'l

dijatuhi pidarnet pe rcobaau.

(3) Analis APBN -\lru'rg cliberhentilcarr sementara

sebagaimiitna dimalcsud dalam Pasal 20 huruf b, dapat

cliareglcat l<erlbali I<e dalam jabatan Analis APBN apabila

yang bersnngkurtan telah selesai cuti di luar tanggltngatr

r"Iegara.

(4) Analis A PBN yelr-rg diberiren til<arr serller-r tara

sebagaimarlar clinralisud dalam Pasal 20 irltrtiI c, ]rartts

dianglcat l<enibaii l<e clarlam jabatan Analis APBN setelah

habis lTtatsa Lutgas belarjarnya.

(5) Analis APBN )/e11g diberhentikap serllelltara

sebagaintetlti,i clitlatl<sutcl dalam Pasal 20 hr-iruiI cl, dapat

diarrgkat l<enrbati ke dalam jabatan Analis APBN arpabiia

yang bersarrgl<t-ttan clitugaskan kembali ke ttnit kerja
yang meml:idangi APBN.

(6) Pengangl<atatr lcembali dalam jabatan Analis APBN

harus mentcnlthi syalaL sebagai berikut '

a. lulus uji lcompetensi pada jenjang jabatan terakhir
yang climililcinya;

b. uisia parling tirrggi 55 (lirna puh-rh lima) tahttrr bagi
jenjang Jzrbatan Ahli Pertama dan Ahli lt4trda;

c, usta perling tirrggi 57 (lima puluh tu.luh) tahlirr bagi
jenjar-rf3 jltl:artan Alrli Madya dan Ahli Utama.

(7) Dikecr-ialil<aru clttli persyaratan sebagaimana dimaksucl
pada ayaf (6) urr l-ul< Analis APBN yang diberhentilcan
Sen-relttelri.t scl:l-tgaimettra dirnal<sud dalam Pasarl 20

hurr-tl' c.

Pasal 22
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Pasal 22

Pemberhentittn sell-lcntatt-tt datn

jabatan Analis APBN sel:ergaima,na

20 clan Pa s at | 2l dit etaPkan

Kepegau,aian se sr-tai clengan

urndangan.

pengangkatan I<errrbali

dirnaksr-rd dalam Pasal

oleh Pej abat Pembina
peraturan Perundang-

Pasal 23

(i ) Analis APBN clengan capaian lcinerja dibawah 50o/c'

dijatuhi hrr-rl<unTteln disiplin sesuai peraturan perLlrrdang-

t'.n d an ga rr .

(2) Analis APB N yarlg ctij a tulei hukuman disiplin tingkat

beratbcrltprrpemirrdahandalamrarrgkaPenLlrl-lnal.I
jabatan, rlelal(sallarkarr tltgas sesuai dengan jenjang

jabatan )/ang barut.

(3) Penilaiari kirrerja dalam masa hukuman ctisiplin

sebagaimar-Ia dimal<strcl pada ayat (2)' dinilai sesuai

dengan jarbartzrit .1r1ng baru'

BAB XIII

PENYtrS UAIAN (/IVPASS/]Vq DALAM JABATAN

Pasal 24

( I ) Pe gawai N cgc:r-i Sipil yang pada sarart clitetetpkan

Pcratnrartr Mcptc;i ipi -Yzrng memiliki perrgalauratr dan

menjalapl<trrr tttgr,ts cli lliclang Apalis APBN trerdasarkan

keputt-tsarr grejabi'rt yell-lg berwenang dapat clisesr-taikan

(di- fnpassirtg/ lcc clalanr jabalan fttngsiolal Analis APBN

berclasat-l<rt n PeritLttrern Metrteri ini'

(2) Pelaksa rli-I1 1 l:)cirl.)/esnttiarr (inpassing/ ha1-rs clidasarl<an

pacla lcebr-ttr-rhatr jarbaLau Aualis APBN '

(3) Pegawai Nc:gcri Sipil _!ang clisesuaikan (cli- in1-.rrrssing/

sebagailtti:uter clinrailcsttcl pada ayat (1), haruS melllenuhi

syarat sebargrri berikr-tt:

a. berrjarzi,rlr 1l;tlirrg renclalr Sarjana (S- I)/ Diploma lV (D-

IV);

b. pangl<ert. pe'rling rcuclah Penata Muda, golongzrtr I'Llal-tg

III I a',

c. memilil<i 1:e ngalanell-I dalam pelaksanaan tugas di

bidang arnetlisis APBN paling kurang 2 tahlin;

cl. rnengikuti
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d. mengil(Llti dattr lutlus LUI

analisis APBN;

kornpetensi cti bidang

t.

rrileri llrc:iLarsi lccrja lrtrling kutrang bernilai beril< clalat:n

1 (satur) tahtttr teral<hir; darr

ursia ;-raling tinggi'

1) 55 (lirna putlurh lima) tahun untul< Analis APBN

Ahli Pertanra clan Ahli Muda; dan

2) 57 (Iirna 1:r-rluh tLuuh) tahun untuk Analis APBN

Ahli MaclYa dan Ahli Utama'

(4) Tata cara p.'''y"'tt-taian (inpassing) d'an pelaksanaan uji

kornpetensicjaiarrrrarrgkar.inpassingdiatur]ebilrlanjut
oleh Instarrsi Penrbina'

BAB XIV -

KETENTUAN LAiN-LAIN

' Parsal 25

Unturk lcepcntitlgal'l ol'galnisarsi darn pcngelnbangan lcarier'

Anaiis APBN clatpert clipinclarhkeirr ke dalarm jabatan larinnya

sesuai dengatrr llerartr-t ralll llcrltndang-utudangan'

BAB XV

KETtrN'IUAN PEN UTUP

e.

)asal 26

Iietentutarr pcrlatlcsauittttt I)cralturau Menteri

Aparatur Negarra clern Relorrnasi Birokrasi

lanjut dalarn lleLr-rrrjr-rk tt:knis yang

Sekretaris .Jcrtclc:rirl DPR Rl' l:ersaurtt

I(epegawaiatr Nc gitrzt'

Perrdal'aqLlnaan
ini diaturr Iebih

ditetapkan oleh
dengarr Baclan

sal 27

ini rnulai berlaku PadaPeraturan MenLeri

diltndangkan.

Langgal
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